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ABSTRAK 

 

Rusunawa Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 

awalnya di bangun oleh pemerintah pusatmelalui anggaran APBN sejak tahun 

2011. Dimana ketentuan dasar bagi masyarakat yang ingin menghuni rusunawa 

tersebut maka terlebih dahulu harus menyetujui suatu perjanjian sewa sebagai 

dasar untuk perikatan. Hal ini dilakukan agar bisa memastikan peruntukan Rumah 

susun sederhana sewa (Rusunawa) memang benar diberikan kepada masyarakat 

yang kurang mampu. Meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan 

tarif sewa tersebut namun tarif sewa tersebut masih juga tidak dibayarkan oleh 

penghuni 

Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimana Pelaksanaan Sewa Menyewa 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru?, dan Apa Faktor Penghambat Dalam Pembayaran Sewa 

Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru?. 

Metode penelitian adalah penelitian observational research Penelitian ini 

ditempuh dengan cara survey di lapangan dengan mempergunakan wawancara 

sebagai alat pengumpul data penelitian.Sedangkan sifatnya adalah bersifat 

deskriptif. 

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota 

Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada pelanggaran 

kewajiban yang dilakukan penyewa yaitu tidak melakukan pembayaran sewa 

dengan tepat pada waktunya, meskipun sudah sudah ditentukan persyaratannya 

sebelum melakukan penghunian Rusunawa dengan alas an penghasilan tidak 

menentu dan tidak menetap dikarenakan masalah pendemi covid-19, dan Faktor 

Penghambat Dalam Pembayaran Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah 

pekerjaan dari penghuni yang tidak menentu sehingga mengakibatkan penghasilan 

tidak menetap, tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah dan dipengaruhi 

oleh adanya pandemi covid-19. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Sewa Menyewa dan Rusunawa. 
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ABSTRACT 

 The Rusunawa On Jalan Yos Sudarso, Rumbai District, Pekanbaru City 

was originally built by the central government through the APBN budget since 

2011. Where the basic provisions for people who want to live in the flats must first 

agree to a rental agreement as the basis for the engagement. This is done in order 

to ensure that the allotment of simple rental flats (Rusunawa) is indeed given to 

the poor. Even though the Pekanbaru City Government has set the rental rate, the 

rental rate is still not paid by the residents 

 The research problems are, How is the Implementation of Rent for 

Simple Rent Flats (Rusunawa) on Yos Sudarso Street, Rumbai District, Pekanbaru 

City?, and What are the Inhibiting Factors in Payment of Rent for Simple Rent 

Flats (Rusunawa) On Yos Sudarso Street, Rumbai District, Pekanbaru City?. 

The research method is observational research. This research was carried out by 

means of a field survey using interviews as a means of collecting research data. 

While its nature is descriptive. 

 The results showed that the implementation of the rental of simple rental 

flats (Rusunawa) on Jalan Yos Sudarso, Rumbai District, Pekanbaru City was not 

going well because there were still violations of obligations by the tenants, 

namely not making rental payments on time, even though the requirements had 

been determined before Doing residence in Rusunawa for reasons of erratic and 

non-permanent income due to the problem of the covid-19 pandemic, and 

Inhibiting Factors in Payment of Rent for Rent Simple Flats for Rent (Rusunawa) 

On Jalan Yos Sudarso, Rumbai District, Pekanbaru City is the work of erratic 

residents, resulting in income is not permanent, there is no supervision from the 

government and is affected by the covid-19 pandemic. 

 

Keywords: Implementation, Rent and Flats. 
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Rusunawa Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 

awalnya di bangun oleh pemerintah pusat melalui anggaran APBN sejak tahun 

2011. Dimana ketentuan dasar bagi masyarakat yang ingin menghuni rusunawa 

tersebut maka terlebih dahulu harus menyetujui suatu perjanjian sewa sebagai 

dasar untuk perikatan. Hal ini dilakukan agar bisa memastikan peruntukan Rumah 

susun sederhana sewa (Rusunawa) memang benar diberikan kepada masyarakat 

yang kurang mampu. Meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan 

tarif sewa tersebut namun tarif sewa tersebut masih juga tidak dibayarkan oleh 

penghuni. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan penyebaran penduduk sangatlah mempengaruhi 

perkembangan perkotaan. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi 

peningkatan terhadap pembangunan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok 

masyarakat. Hal ini disebabkan tempat tinggal dijadikan sebagai dasar 

kebutuhan untuk menjalani proses kehidupan setiap masyarakat. Sehingga 

kebutuhan tersebut membutuhkan suatu kebijakan dalam pembangunan yang 

terarah. Pada dasarnya suatu kebijakan pembangunan merupakan representasi 

dari kebutuhan dan kepentingan seluruh institusi.(Thalib & Mukhlisin, 2017: 

51) 

Namun dengan berjalannya suatu pembangunan pastilah akan 

memberikan dampak atau permasalahan. Jika dikaitkan dengan adanya 

perkembangan wilayah perkotaan maka yang menjadi permasalahan yaitu 

adanya peningkatan terhadap permintaan pembangunan perumahan namun hal 

tersebut tidak didukung dengan penyediaan lahan untuk perumahan tersebut 

atau dengan kata lain terbatasnya wilayah yang akan dilakukan pembangunan. 

Hal ini juga akan menyebabkan peningkatan terhadap harga di wilayah 

perkotaan tersebut, sehingga masyarakat yang penghasilannya rendah sulit 

untuk mempunyai tempat tinggal di perkotaan. Atas fenomena tersebut maka 

pemerintah melakukan suatu kebijakan pembangunan untuk mengantisipasti 
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permasalahan tersebut dengan melakukan perencanaan bangunan rumah susun 

yang hanya diberikan kepada kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Dengan dasar agar masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak. 

Perkembangan pemukiman di daerah perkotaan menunjukkan bahwa 

tanah kosong yang tersedia sudah semakin langka, dan juga harga tanah 

semakin meningkat karena permintaan terlalu tinggi, sedangkan area tanah 

perkotaan ini tetap tidak berubah.(Parlindungan, 2001: 82) Perkembangan 

daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya keinginan masyarakat untuk 

memiliki rumah tempat tinggal yang lazimnya sering didapati dengan 

banyaknya pembangunan Perumahan. Namun pembangunan perumahan 

tersebut membutuhkan lahan untuk membangun tetapi dikarenakan lahan di 

perkotaan sudah sangat sulit untuk didapati maka untuk mencari solusinya 

maka pemerintah memberikan suatu kebijakan untuk melakukan  

pembangunan  rumah susun digunakan sebagai cara untuk mengindari  

permasalahan tersebut. Dikarenakan dengan melakukan pembangunan rumah 

susun maka tidak akan memerlukan tanah atau lahan yang besar.(Sutedi, 2010: 

184) 

Pada dasarnya di Indonesia pembangunan terhadap rumah susun sudah 

lama dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan 

kondisi ekonomi masyarakat yang padasaat sekarang masih banyak yang 

membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Oleh sebab itu untuk melaksanakan 

pembangunan maka telah juga dipertimbangkan mengenai struktur dan 

bangunan fisik.Akibat langsungnya yaitu agar terjaganya dan terkelolanya 
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suatu sistem bangunan yang akan dihuni oleh masyarakat, yang pada intinya 

harus memiliki kualitas terhadap bangunan. 

Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 menyebutkan 

dengan, 

“Rumah susun sederhana sewa yang juga disebut Rusunawa adalah 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, 

yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional 

dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan 

yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan tata laksana sewa dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang 

dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, 

yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi 

sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari 

aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan 

mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi 

fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi 

sosial budaya seperti arsitektur lokal dan cara hidup”. 

 

 

Istilah rumah susun (rusun), rumah susun sederhana sewa (rusunawa), 

apartemen pada dasarnya sama. Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun 

Sederhana Sewa, menyebutkan: 

 

“Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa 

adalah bangunan gedung bertikat yang dibangun dalam suatu lingkungan 

yang dibagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan”. 

 

 

Rusunawa Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 

awalnya di bangun oleh pemerintah pusat melalui anggaran APBN sejak tahun 

2011. Kemudian Pembangunan Rusunawa tersebut diserahkan kepada Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 

3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

14/Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Sewa. 

4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. 

5. Perwako No. 160 Tahun 2015 tentang Tarif Sewa Rusunawa”. 

 

 

Atas ketentuan tersebut diatas, maka pada dasarnya jika dilihat dari 

aturan yang mengatur mengenai rumah susun maka sudah jelas rusun tersebut 

dipergunakan atau diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu. 

Dimana masyarakat yang ingin menempatinya maka harus mengikuti setiap 

kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah. 

Dimana ketentuan dasar bagi masyarakat yang ingin menghuni rusunawa 

tersebut maka terlebih dahulu harus menyetujui suatu perjanjian sewa sebagai 

dasar untuk perikatan. Hal ini dilakukan agar bisa memastikan peruntukan 

Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) memang benar diberikan kepada 

masyarakat yang kurang mampu.  

Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh para puhak yang 

bertujuan untuk melaksanakan pengikatan dalam suatu ketentuan. 

(Muhammad, 2002: 7) Setiap manusia bisa saja melakukan perbuatan, baik 

secara perorangan maupun berkelompok. Perbuatan tersebut dapat berupa 

perbuatan individu, dan dapatpula perbuatan tersebut berupa perbuatan yang 

berhubungan dengan orang lain, diantaranya adalah hubungan dalam lapangan 
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keperdataan, yakni berupa perjanjian atau adanya kesepakatan yang bertujuan 

untuk melakukan sesuatu hal. 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah terlepas dari suatu 

tindakan hubungan hokum perdata atau yang lebih dikenal dengan perjanjian 

antara pihak yang yang satu dengan yang lain, yang mana perjajian tersebut 

bersumberkan pada suatu perikatan, perjanjian tidak lebih luas dari suatu 

perikatan, dimana ada suatu perjanjian disitulah ada suatu perikatan tetapi tidak 

sebaliknya, karena perikatan bisa ditimbulkan dari perjanjian dan perikatan 

juga bias timbul dari undang-undang.  

Hubungan antara dua individuyang timbale balik dapat dikatan sebagai 

bentuk kerjasama atau dalam dan dalam hokum Indonesia dikenal sebagai 

istilah perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan antara dua individu atau 

dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari 

pihak yang lain, dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 

tersebut.(Subekti, 2002: 1)perikatan dapat timbul dari adanya suatu perjanjian. 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji dan mengikatkan 

dirinya kepada seorang yang lain atau peristiwa di mana dua orang saling 

berjanji. 

Dari ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata, menyebutkan “sewa-menyewa” 

yaitu:  

“Sewa Menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan 

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayarannya”. 
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Dari ketentuan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pemilik barang 

hanya memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipake dalam 

jangka aktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik hanya memberikan 

kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan pemiliknya. Dalam 

perjanjian sewa-menyewa barang yang diberikan bukanlah ha milik dari barang 

tersebut, seperti jula beli pada umumnya melainkan hanya penguasa belaka 

atas pemakaian dan pemungutan hasil dari barang selama jangka waktu tertentu 

yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga dengan demikian hak milik 

dari barang tersebut tetap berada pada oihak yang menyewa. 

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru 

maka Rusunawa memiliki aturan dasar dalam hal pembayaran sewa yaitu 

berdasarkan Perda mengenai pengelolaan Rusunawa yaitu No. 1 Tahun 2015. 

Dimana aturan pelaksananya ditetapkan dengan dasarPeraturan 

WalikotaNo.160 Tahun 2015 tentang tarif sewa, yaitu Rp.175.000 hingga 

Rp.275.000 per bulan di luar tagihan listrik. Dimana Pasal 2 menentukan 

bahwa: 

 

1. “Besarnya tarif uji coba rusunawa 

a. Lantai 1 sebesar Rp. 275.000/bulan 

b. Lantai 2 sebesar Rp. 250.000/bulan 

c. Lantai 3 sebesar Rp. 200.000/bulan 

d. Lantai 4 sebesar Rp. 175.000/bulan 

e. Basement/lantai dasar: 

1) Ruang bisnis (4,5x5,4 m) Rp. 500.000/bulan. 

2) Aula Rp. 500.000/hari 

3) Unit hunian khusus bagi penyandang cacat Rp. 200.000/bulan. 

2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk 

membayar rekening listrik”. 
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Meskipun Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan tarif sewa 

tersebut namun tarif sewa tersebut masih juga tidak dibayarkan oleh penghuni 

terutama di rusunawa yang berada di jalan Yos Sudarso. Padahal tarif tersebut 

terhitung lebih murah jika di bandingkan dengan rusunawa yang ada di kota 

lain seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dilansir dari laman resmi 

Pemerintah provinsi DKI Jakarta, Besaran tarif retribusi tersebut sebagai 

berikut: 

1. Bagi masyarakat umum berpenghasilan 2.500.000 s.d 4.500.000 

rupiah/bulan, dikenakan retribusi sebesar 765.000 rupiah/bulan, diluar 

tagihan pemakaian listrik dan air. Lokasi yang dikenakan tarif tersebut 

terdapat di 11 lokasi. 

2. Bagi masyarakat umum berpenghasilan 4.500.000 s.d 7.000.000 

rupiah/bulan, dikenakan retribusi sebesar 1.500.000 rupiah/bulan, diluar 

tagihan pemakaian listrik dan air. Lokasi yang dikenakan tarif tersebut 

untuk saat ini hanya di rusunawa KS. Tubun, Jakara Barat. 

3. Bagi masyarakat terprogram sebesar 505.000 rupiah/bulan, diluar tagihan 

pemakaian listrik dan air (https://m.jitunews.com/read/103679/sesuai-

kasta-penghasilan-ini-tarif-sewa-rusunawa-dki-jakarta). 

Dan kota Batam sebagai termuat pada lampiran Peraturan Walikota 

Batam Nomor 43 tahun 2019 sebagi berikut : NO LANTAI TARIF SEWA 

PERSATUAN RUSUN. 

1. Lantai I Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 

2. Lantai II Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) 
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3. Lantai III Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) 

4. Lantai IV Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) 

Footnote : PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 43 TAHUN 

2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF SEWA RUMAH SUSUN 

SEDERHANA SEWA 

Sehingga di katakan penghuni tidak menjalankan perjanjian sebagaimana 

mestinya, diketahui juga penghuni melakukan keterlambatan pembayaran 

hingga lima bulan. Keterlambatan tersebut hampir dilakukan oleh seluruh 

penghuni. Penghuni yang telah menandatangani kesepakatan untuk menghuni 

berjumlah lebih kurang 35KK.  Tetapi dari jumlah tersebut hanya 4 KK yang 

melakukan pembayaran sewa tepat pada waktunya.(Purboyo, 2019) 

Kemudian penulis melakukan survey di lapangan, untuk mencari tahu 

alasan penghuni tidak mau melakukan pembayaran sewa meskipun sudah 

mendapatkan ancaman pengusiran dari dinas perumahan rakyat, kawasan 

permukiman Kota Pekanbaru. Berdasarkan penuturan beberapa orang penghuni 

rusunawa, menyatakan alasannya dikarenakan para penghuni merasa ditipu 

oleh oknum petugas dari dinas perkim pada saat menempati rusunawa yang 

telah meminta dan memungut uang sewa beserta uang air sebesar Rp. 40.000, 

00 (empat puluh ribu rupiah) sejak bulan Juli tahun 2018, padahal pungutan air 

tersebut merupakan pungutan liar karena tidak pernah ada pungutan terhadap 

air. Kemudian penghuni menuntut dikembalikan uang pungli air yang sudah 

dibayarkan tetapi uang pungli tersebut hanya dikembalikan sebagian dan belum 
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dibayarkan kembali yaitu selama 3 bulan atau sebesar Rp. 120.000,00 (seratus 

dua puluh ribu rupiah). 

Atas fenomena yang terjadi sebagaimana tersebut, maka penulis memilih 

judul penelitian yakni,“Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai 

Kota Pekanbaru”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat sebagai pemecahan dari 

permasalahan judul penelian penulis yakni: 

 

1. Bagaimana Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana 

Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota 

Pekanbaru? 

2. Apa Faktor Penghambat Dalam PembayaranSewa Menyewa Rumah 

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berikut juga penulis paparkan mengenai tujuan dari penelitian yakni: 

 

1. Untuk Mengetahui  Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru. 
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2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam PembayaranSewa 

Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos 

Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Setiap hal yang ingin dilakukan pastinya akan dapat memberikan suatu 

manfaat, begitu juga dengan penelitian yang penulis lakukan yakni: 

 

1. Sebagai sarana memperluas dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, terutama bagi penulis dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Riau 

2. Dapat memberikan pandangan kepada masyarakat luas betapa 

pentingnya pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa dan 

penyelesaian hukum. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum dapat diartikan suatu pelaksanaan dari aturan yang 

merupakan petunjuk untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

masyarakat, sehingga untuk melaksanakannya pasti disandarkan kepada 

ketentuan suatu aturan hukum. Dimana aturan tersebut dapat berupa yuridis 

maupun non yuridis. Perbuatan tersebut baik dilakukan dalam kehidupan 

bermasyarakat maupun dalam kehidupan berindividu. Pada dasarnya peraturan 
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itu memiliki pembatas bagi masyarakat untuk bertindak dan bertingkah laku. 

Dikarenakan aturan yang ada memberikan suatu pembebanan kepada 

masyarakat untuk mematuhinya dan menghormati segala ketentuan yang akan 

membatasi hubungan dalam kehidupannya. 

Jadi dapat dikatakan bahwa kepastian hukum memiliki unsur yaitu suatu 

aturan yang mengatur mengenai perbuataan seseorang yang diperbolehkan dan 

tidak diperbolehkan. Kemudian unsur lainnya yakni suatu aturan yang 

memberikan suatu pembebanan terhadap kebijakan pemerintah untuk 

membatasi yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan. Selain hal 

tersebut maka suatu kepastian bukan hanya didekati terhadap aturan-aturan 

hukum saja namun kepastian harus diwujudkan dengan adanya ketetapan yang 

konsisten terhadap setiap keputusan yang akan dilakukannya.(Marzuki, 2009: 

157) 

 

2. Teori Keadilan Hukum 

Keadilan bisa diartikan sebagai kata adil. Dimana adil tersebut berisi 

pernyataan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, 

sepatutnya, tidak sewenang-wenang.(Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 

517)Aristoteles menyatakan untuk mengetahui tentang keadilan dan 

ketidakadilan sehingga harus diketahui 3 hal yaitu:  

a. Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, 

b. Apa arti keadilan, dan 

c. Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak, 
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d. tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, keadilan diartikan 

sebagai suatu sikap dan karakter, yang membuat orang melakuka 

perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan 

sikap dan karakter yang membuata orang beryindak dan berharap 

ketidakadilan adalah ketidakadilan. 

Pada intinya Mochtar Kusumaatmaja, menyebutkan kepastian hukum 

merupakan jalan untuk mendapatkan suatu ketertiban dalam kehidupan 

bermasyarakat. Sehingga kepastian hukum harus dijalankan secara optimal, 

dikarenakan tanpa adanya hal tersebut maka ketertiban tidak akan terwujud. 

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan 

suatu proses yang panjang tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang 

harus ditata dan dikelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan 

yudikatif yang kuat dan kokoh dengan kewenangan yang luar biasa dan 

Independen, bebas dari campurtangan eksekutif dan legislatif, yang 

dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji 

demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. 

 

3. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu hal yang wajib untuk 

dilakukan sebagai suatu pelaksanaan dari suatu tindakan yang akanmemberikan 

sanksi terhadap pelanggaran dari perbuatan tersebut. Tanggung jawab juga 

dapat dikatakan sebagai perbuatan seseorang yang mengharuskan dirinya 

melakukan segala sesuatu yang telah mewajibkan kepadanya untuk 
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dilaksanakan. Jika dilihat dari segi hukum maka tanggung jawab merupakan 

pertanggungjawaban seseorang dalam setiap tindakannya untuk menjalankan 

moral dan etikannya dalam kehidupan.Jadi pertanggungjawaban atau liability 

merupakan bagian dari adanya hak serta pelaksanaan dari kewajiban. Dimana 

hak sebagai suatu bentuk penekanan dari suatu kewajiban sedangkan 

kewajiban sebagai suatu pemenuhan dari penerimaan suatu hak. Sehingga hal 

itu saling terkait dan saling berhubungan. 

 

4. Hukum Progresif 

Hukum progresif timbul dikarenakan hukum itu sendiri, dikarenakan 

pada dasarnya hukum progresif dibuat untuk manusia bukan  untuk kekuasaan. 

Sehingga hukum itu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam 

menuju hukum yang sesungguhnya dimana hukum dibuat untuk memberikan 

ketertiban, keadilan dan kepastian hukum atau hukum yang ideal. Pada 

umumnya hukum progresif ini dilatarbelakangi dikarenakan rendahnya 

kapasitas hukum positif di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpuasan 

jadi menimbulkan rasa prihatin dengan adanya pelaksanaan kepastian hukum. 

Satjipto Rahardjo juga berpandangan bahwa hukum progresif bukan hanya 

terjadi berdasarkan siatuasi yang ada namun hukum tersebut harus bisa 

memecahkan permasalahannya sendiri.Dikarenakan hukum profresif bisa 

dilaksanakan dan dibahas dalam wadah yang berkesinambungan secara luas 

dalam bidang keilmuaan. Sehingga hukum progresif berkaitan dengan hukum 
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negara dan hukum internasional. Sehingga setiap ilmu yang ada pada hukum 

diharapkan dapat dibentuk secara progresif.(Rahardjo, 2003: 2-3) 

Hukum progresif sangat penting dalam konteks Indonesia, dikarenakan 

banyak aturan yang dimiliki tidak berhasil untuk mengatasi setiap 

permasalahan yang timbul dalam negara indonesia, salah satunya belum bisa 

mengatasi atau mengurangi pengeklaiman negara asing terhadap produk yang 

dihasilkan oleh negara indonesia. Sehingga dengan adanya hukum progresif ini 

maka dapat menjadikan suatu pembaharuan aturan untuk mengupayakan 

berkurangnya suatu kelemahan dari aturan yang ada. 

Hukum progresif timbul bukan hanya dikarenakan oleh suatu pemikiran 

namun hukum tersebut timbul disebabkan adanya suatu kebutuhan sehingga 

dapat dikatakan hukum tidak timbul tanpa adanya penyebab.Mencari suatu 

kebenaran dalam suatu proses yang secara terus menerus dapat dikatakan 

sebagai hukum progresif. Dimana hal tersebut dilihat dari adanya pelaksanaan 

hukum itu sendiri. Pelaksanaannya dilakukan di kehidupan masyarakat sebagai 

peninjau berjalannya efektifitas dari hukum itu sendirisehingga hukum tersebut 

dapat bermanfaat oleh masyarakat dan dapat memberikan perlindungan 

seutuhnya, jadi hukum tersebut berjalan sebagaimana yang difungsikan 

terhadapnya. Hukum pada dasarnya tidak semua yang berjalan sebagaimana 

mestinya dikarenakan hukum tersebut pasti memiliki kelemahan sehingga jika 

hal tersbeut terjadi maka hukumlah yang harus diperbaiki untuk 

disempurnakan hingga hukum tersebut menjadi suatu yang memiliki kepastian 
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hukum dan keadilan, karena hukum memiliki suatu proses yang dipengaruhi 

oleh perkembangan. 

 

5. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah 

Rumah adalah suatu kebutuhan pokok manusia yang akan terus 

berkembang sesuai dengan athapan atau siklus kehidupan manusia.Salah satu 

bangsa yang menerapakn sistem rumah susun yaitu bangsa Dravida yang 

berwilayah di daerah dataran tinggi Dekhan dan sekitarnya. Dilembah sungai 

indus mereka membangun 2 buah kota yaitu Mohenjo Daro dan Harapa, 

sebekum masuknya bangsa Aria yang mengembara dari asal mereka dipersia 

dan datang ke Hindustan Pada sekitar tahun 1500 Sebelum Masehi kedaerah 

Dekhan itu.Perkembangan hukum rumah susun sampai juga di 

Indonesia.Perihal pengaturan rumah susun ini sendiri telah lahir pada tahun 

1985, dalam bentuk undang-undang Nomor 16 Tahun tentang Rumah 

Susun.Jadi pengaturan rumah susun secara yuridis formal diIndonesia lahir 

pada tahun1985, yaitu sejak 24 tahun yang lalu.Latar belakang lahirnya rumah 

susun diIndonesia antara lain:(Parlindungan, 2001: 11) 

 

1) Dikarenakan tidak sebandingnya lokasi yang akan dijadikan bangunan 

rumah dengan tingginya permintaan pembangunan rumah di wilayah 

perkotaan 

2) Wilayah perkotaan memerlukan lahan yang sangat luas untuk 

pembangunan lainnya 
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Setiap manusia memiliki kebutuhan atau keperluan dalam 

hidupnya.Kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi oleh manusia dalam rangka 

mempertahankan kehidupannya. Jadi, manusia selalu dan akan selama-lamanya 

berurusan dengan berbagai keperluan di dalam kehidupannya.Menurut tingkat 

kepentingannya, keperluan dibedakan atas:(Purbacaraka & Halim, 1992: 15-

16) 

1. Keperluan Primer, adalah suatu keperluan yang sangat penting bagi 

orang yang bersangkutan sehingga baginya keperluan ini haruslah 

dipenuhi paling dulu atau paling pertama.   

2. Keperluan Sekunder, adalah suatu keperluan bagi orang yang 

bersangkutan sebagai keperluan yang harus dipenuhi setelah 

keperluan Primer.  

3. Keperluan Tersier, adalah suatu keperluan bai orang bersangkutan 

sebagai keperluan yang baru dapat dipenuhi bila telah berhasil 

memenuhi keperluan-keperluan primer dan sekundernya. 

  

Rumah susun merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan perumahan, 

kebutuhan perumahan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya 

jumlah penduduk, pembangunan rumah susun sederhana umumnya ditujukan 

bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. 

Adapun perikatan yang dilakukan oleh penghuni rusun dengan 

pengelolanya merupakan perikatan untuk melakukan persetujuan dan 

mematuhi pembayaran dari sewa yang telah ditetapkan sehingga perikatakan 

tersebut tidaklah sama dengan halnya perikatan dalam perjanjian lainnya. 

Perjanjian yang dilakukan hanya berbentuk izin untuk menempati dan 

memastikan suatu keadaan dari si penghuni.. 

Hukum adalah suatu peraturan menfenai tingkah laku seseorang sebagai 

suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah 
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mengadakan keselamatan, bahagia dan tat tertib dalam masyarakat itu. 

(Prodjodikoro, 2000: 9)Berbicara tentang perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih”.Selain Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata diatas, para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai 

perjanjian, bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta 

kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan 

pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut”.(Muhammad, 

2002: 102) 

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai 

perjanjian merupakan suatu hubungan hkum mengenai harta benda kekayaan 

antara dua pihka dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap dianggap 

berjanj untuk melaksnakan suatu hal atau untuk tidak melakuan suatu hal, 

sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu. Sedangkan Salin HS, 

mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum 

yang satu dengansubjek hukum yang lainnya dalam bidang harta benda 

kekayaan, dimana subjek yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek 

hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah 

disepakati.(Prodjodikoro, 2000: 9)Perjanjian yang paling utama mewakili 

kompromi. Berkaitan dengan kompromi apa pun, ia menyeimbangkan 

kebutuhan.(Thalib, 2018: 9) 
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Salah satu bentuk perjanjian yang banyak dilakukan yaitu perjanjian 

sewa-menyewa. Pengaturan perjanjian ini secara khusus diatur dalam 

ketentuan pasal 1548-600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bedasarkan 

bunyi pasal 1548 KUHPerdata menytakan bahwa “ sewa menyewa merupakan 

suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk 

memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu 

tertentu dan dengan pembayaran sesuai harga, yang oleh pihak tersebut 

sanggup melakukan pembayaran.(Lukman Santoso Az, 2012: 12-13) 

Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu bentuk perjanjian timbal 

balik sewa menyewa dapat diartikan suatu pelaksanaan pemakaian dengan 

melakukan pembayaran terhadap sesuatu yang telah dipakai. Menurut Wiryono 

menyebutkan bahwa sewa menyewa barang yang merupakan bentuk 

penyerahan suatu barang dengan memungut hasil yang memilki ketentuan 

untuk melakukan pembayaran sewa kepada pemilik oleh seseorang yang 

menggunakannya.(Wirjono, 2000: 190) 

Sehingga dari keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam 

perjanjian sewa menyewa terdapat beberapa unsur antara lain pihak penyewa 

dan pihak yang menyewakan. Unsur tersebut pada dasarnya memiliki 

kewajiban di masing-masing pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban 

untuk menyerahkan barang dan salah satu pihak menerima barang yang 

disewakan.Di dalam pelaksanaan sewa menyewa ini memiliki batasan yaitu 

suatu barang yang disewakan tidak dapat untuk dimiliki oleh si penyewa 
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berbeda dengan perjanjian jual beli.Barang yang telah diperjualbelikan maka 

akan menjadi milik si pembelinya. 

Adapun bentuk yang sering dilakukan orang dalam perbuatan sewa 

menyewa salah satunya yaitu barang.Pada dasarnya perbuatan tersebut dalam 

pelaksanaannya memiliki kesamaan dengan perjanjian padaumunya seperti jual 

beli, dikarenakan sama-sama menganut azas konsesualisme.Dengan maksud 

bahwa setiap perjanjian harus didasarkan kepada adanya konsensus diantara 

pihak yang melakukan pengikatan dalam perbuatan tersebut.Namun 

perbedaannya hanya terletak dari penguasaan terhadap sesuatu barang, yaitu 

dimana dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa maka barang yang 

dikuasai tidak secara otomatis menjadi milik yang menyewa, berbeda dengan 

jual beli, dimana barang yang telah diperjuabelikan secara nyata akan menjadi 

si pembeli. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap perikatan dalam perbuatan sewa 

menyewa sesungguhnya memiliki kesamaan terhadap perjanjian yang baisa 

dilakukan oleh setiap orang yang berkepentingan yang merupakan bagian dari 

perjanjian konsensualisme.Dimana perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan 

bersama sehingga ada perbuatan timbal balik dari kesepakatan yang akan 

dilakukan. 

Ketentuan KUHPerdatamenyebutkan bahwa Perjanjian sewa-menyewa 

merupakan, “suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk 

memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama 

suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak lain 

disanggupi pembayarannya”.Sebagaimana maksud tersebut maka perjanjian 
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sewa-menyewa memiliki tujuan yaitu sebagai pernyataan pengikatan 

pemberian dan penerimaan suatu hak untuk menggunakan sesuatu hal kepada 

seseorang yang menggunakannya. Objek yang diperjanjikan dapat berbentuk 

kepemilikan maupun hak lainnya yang dimiliki atau dikuasasi oleh 

seseorang.  Sesungguhnya dalam tindakan sewa menyewa maka yang paling 

penting yaitu hak yang dimiliki tetapi bukan hak kebendaan 

(zakelijkrecht).(Hay, 1994: 94) 

M. Yahyah Harahap menyatakan bahwa sewe menyewa (huur en 

verhuur) yang merupakan suatu persetujuan anatara pihak yang menyewakan 

(pada umumnya pemiliik barang) denganpihak penyewa. Pihak yang 

menyewakan menyerahkan suatu barang yang hendak disewakan kepada pihak 

penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. Penikmatan berlangsung untuk suatu 

jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang 

tertentu.(Harahap, 1999: 220) 

Dapat juga disimpulkan bahwa sewa-menyewa merupakan bentuk 

penyerahan milik seseorang kepada orang lain dengan adanya timbal balik atas 

pemakaian kepemilikannya dengan melakukan pembayaran terhadap sewa 

yang akan digunakannya.Sehingga dalam perjanjian sewa-menyewa memiliki 

ciri-ciri yaitu antara lain: 

a.  Para pihak yang melakukan pengikatan dua orang atau lebih.  

 Para pihak disini merupakan pihak yang memiliki kekuasaan untuk 

memberikan sewa kepada pihak yang akan menyewa dari sesuatu bentuk 
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yang dimliki oleh pemilik, para pihak ini dapat berjumlah dua orang atau 

lebih untuk melakukan pengikatan terhadap dirinya. 

b.  Benda yang akan disewakan  

 benda yang dimaksud adalah benda yang menjadi unsur penting 

dilakukannya sewa menyewa dalam waktu tertentu sebagai bentuk 

pembayaran pemakaian benda yang telah dikuasainya. 

c. Penyerahan benda yang akan disewa 

 penyerahan ini merupakan sesuatu hal yang dapat dinikmati oleh si 

penyewa atau sesuatu hal yang dapat digunakan dengan adnaya unsur 

timbal balik dari penyewaannya. 

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa dalam ketentuan KUHPerdata 

tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai bentuk dari 

perjanjiannya.Sehingga kebanyakan perjanjian tersebut hanya dilakukan secara 

lisan ataupun secara tertulis. Namun terkadang perjanjian sewa-menyewa 

tersebut pada pelaksanaannya ada yang dilakukan secara tertulis dengan tujuan 

untuk memberikan kepastian dan membuktikan akan hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh masing-masing pihak setelah timbulnya suatu kesepakatan 

 

E. Konsep Operasional 

Supaya tidak terjadi salah untuk memahami maksud dari penelitian yang 

penulis lakukan maka, penulis telah membatasi maksud dari judul ini yaitu: 

Pelaksanaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan berbagai cara 

untuk melakukan sesuatu hal. 
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Sewa-menyewa dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antara 

pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian yang berjenis 

observational research. Penelitian ini ditempuh dengan cara survey di 

lapangan dengan mempergunakan wawancara sebagai alat pengumpul data 

penelitian.(Syafrinaldi, 2017: 14) 

Kemudian penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Dimana penulis 

berusaha memberikan gambaran secara rinci tentang Pelaksanaan Sewa 

Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.(Soekanto, 2004: 10) 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dikarenakan di 

dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa masih belum berjalan lancar 

hal tersebut dikarenakan masih banyak penghuni rusunawa melanggar isi 

perjanjian sewa menyewa.  

 

3.  Populasi dan Responden 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 

sama.(Sunggono, 2012: 118) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian 
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dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk 

mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.(Sunggono, 2012: 

119)sedangkan orang yang dijadikan sebagai subjek penelitianmaka dapat 

dikatakan sebagai responden. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Pekanbaru 

sebanyak 1 orang 

b. Penghuni Rusunawa berjumlah 35 orang, namun mengingat yang 

bersedia untuk didatangi dan diwawancarai berjumlah 5 orang 

dimana 3 penghuni lama dan 2 penghuni baru, sedangkan 30 orang 

lagi tidak bersedia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

Tabel I.1 

Populasi dan Sampel 

No Kriteria Populasi Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

1. Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru 
1 orang 

- 

 

2. Penghuni Rusunawa 35 orang 5 

Jumlah  36orang 5orang 

Sumber: Data Lapangan, 2019 

 

Dari populasi dalam penelitian ini,Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru di Rusunawa mengunakan teknik sensus, 

penggunaan teknik sensus dilakukan karena mengingat subjek penelitian ini 

tidak banyak.(Sofian & Singarimbun, 2012: 172). Sedangkan untuk 

Penghuni Rumah susun sederhana penarikan sampel dilakukan dengan 
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menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan cara mengambil 

subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan ciri-ciri seperti 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya serta dengan alasan mereka 

memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek 

yang akan diteliti. 

 

4. Sumber Data 

Melaksanakan penelitian ini maka penulis menggunakan sumber data antara 

lain: 

1. Data Primer. Merupakan data yang didapat dari lapangan dengan 

dibantu oleh wawancara yang berguna untuk memecahkan masalah 

tentang: 

a.  Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota 

Pekanbaru 

b. Faktor Penghambat Dalam PembayaranSewa Menyewa Rumah 

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso 

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 

2.  Data Sekunder. Merupakan data pendukung yang berasal dari berbagai 

literatur maupun bahan panduan, yang terdiri dari: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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b. Sumber pendukung lainnya yang dapat membantu pengembangan 

penelitian ini. 

 

5. Alat Pengumpul Data  

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat 

pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan mengadakan tanya 

jawab secara langsung peneliti lakukan guna mendapatkan informasi dan 

penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

 

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara kemudian penulis 

kumpulkan dan diklarifikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul 

kemudian diolah secara persentase. Setelah diolah kemudian disajikan dalam 

bentuk tabel dan uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan 

teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undang berlaku untuk 

ditarik kesimpulan akhir secara induktif yaitu dari keadaan yang khusus kepada 

hal yang umum. Yang termasuk dalam kesimpulan secara khusus adalah peraturan 

perundang-undangan serta peraturan daerah yang disesuaikan pada lokasi tempat 

peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian 

sedangkan dalam kesimpulan yang umum adalah analisis yang dapat dihubungkan 

dengan teori dan pendapat para ahli yang terutang ke dalam tinjauan kepustakaan. 
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BAB  II 

TINJAUAN UMUM 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian telah menjadi kebiasaan pada masyarakat untuk melakukan 

sesuatu perbuatan yang mengakibatkan adanya implikasi.Segala sesuatu 

yang dilakukan setiap pihak pastinya memiliki implikasi hukum di 

dalamnya, sehingga pada pelaksanaannya harus disetujui secara bersama-

sama. Sehingga jika perjanjian mengalami suatu permasalahan maka sudah 

ada aturan yang akan menyelesaikannya. Setiap perbuatan yang ada pada 

perjanjian maka ada hubungan hukum yang terikat.perjanjian sesuai dengan 

ketentuan hukum perdata maka harus dilakukan secara terbuka untuk 

memberikan kebebasan terhadap para pihak untuk melakukan 

pengikatannya. Setiap orang bebas untuk menentukan substnasi perjanjian 

yang akan dilakukan asalkan hal tersebut sesuai dengan kaedah yang 

dihormati oleh masyarakat Indonesia. 

Dalam hukum terdapat perbedaan antara perjanjian dan 

perikatan.Sebab Bahasa perikatan luas dibanding perjanjian. Perikatan 

bukan hanya soal perihal pengertian hubungan hukum yang tidak sama 

sekali bersumber dari suatu perjanjian, namun perikatan tumbuh dari 

undang-undang.Dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 

menerangkan pengertian perjanjian yaitu: perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya kepada satu orang laim 
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atau lebih”. Maksud dari pengertian tersebut bahwa perjanjian adalah 

susunan perkataan dimana berisi tentang pokok kesepakatan yang akan 

disanggupi oleh seseorang dengan orang lain. 

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri menenai 

perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan 

antara dua pihka dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji 

untuk melaksnakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, 

sedangkan pihak lain melaksnakan perjanjian itu. Sedangkan Salim HS, 

mengemukakan bahwa perhubungan diantara subjek hukum merupakan 

bagian dari adanya pembentukan perjanjian dimana hasilnya yaitu suatu 

prestasi.(Wirjono, 2000: 24) 

Sebagai suatu hubungan hukum maka setiap perikatan pasti akan 

memiliki implikasi didalamnya. implikasi tersebut dapat terjadi dari 

berbagai penyebab baik berasal dari perjnajian itu sendiri ataupun oleh 

sebab hal diluar perjanjian. Jika dilihat dari dalam perjanjian maka yang 

mempengaruhi ialah penyelesaiannya sedangkan dari luar disebabkan 

seperti force majeure.(Muhammad, 2002: 199)Menurut R. Setiawan yang 

intinya menyatakan bahwasanya pengertian yang menyatakan perjanjian 

dilakukan para pihak belumlah dapat dikatakan konkrit dikarenakan tidak 

adanya pernyataan yang menyebutkan adanya suatu hubungan hukum dalam 

pelaksanaannya. Menurutnya suatu perbuatan baru bisa menimbulkan akibat 

hokum jika telah adanya hubungan. Sehingga dieprlukannya penambahan 

dalam pengertian pada “Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu menjadi: perjanjian 
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adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

Setiap perikatan harus dilakukan dengan terbuka dan dilaksanakan 

berdasarkan kebebasan tanpa adanya pengekangan maupun intimidasi.Jika hal 

tersebut memiliki sebagaimana yang disebutkan, maka perjanjian secara hukum 

dipandang bertentangan dengan asas kebebasan. Perjanjian selayaknya 

dilakukan secara tertulis yang intinya memiliki tujuan agar dengan mudah 

untuk dikondisikan terbentunya kepastian dalam hukum bagi para pihak yang 

berhubunagn satu sama lainnya. Dapat disebutkan hukum tertulis dijadikan 

sebagai sandaran kepastian hukum bagis etiap orang untuk menjaminakn 

kedudukannya dalam perikatan suatu hal. Pada dasarnya hukum secara eksplisit 

memberikan penafsiran mengenai suatu kepastian tetapi terkadang apa yang 

dilakukan belumlah dapat memebrikan hal tersebut. 

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan setiap perbuatan 

hukum yang dilakukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga 

setiap subjek perjanjian boleh melakukan apapun bentuk perjanjian yang 

akan dilaksanakannya asalah tidak bertentangan dengan aturan dan tujuan 

dari hukum itu sendiri.(Sanusi, 2000: 13)Perjanjian secara terbuka 

penjelasannya yaitu dalam “Pasal 1338 ayat (1) bahwa: Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”.(Sanusi, 2000: 14) 
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Namun menurut R. Setiawan, bahwa pengertian perjanjian etrsebut 

kurang lengkap dan kurang memadai. Sebab menjelaskan tentang 

persetujuan yang dilakukan secara sepihak saja sedangkan, hal tersbeut 

mengadung arti yang luas, untuk beliau mendefinisikan perjanjian antara 

lain: 

 

a. Perbuatan yang disebutkan harus lengkap dengan menyatakan 

adanya hubungan hukum karena tanpa adanya hal tersebut 

makadiartikan belum dapat memebrikan suatu implikasi hukum 

b. Perkataan yaitu saling mengikat dirinya harus memiliki kejelasan 

berapa banyak yang melakukan perjanjian.(Setiawan, 2015: 49) 

 

Abdulkadir Muhammad menjabarkan definisi perjanjian yang 

didasarkan pada Pasal 1313KUHPerdata yakni: “perjanjian merupakan 

persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk 

melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.Sedangkan 

menurut Subekti maka pada intinya menyatakan setiap tindakan yang 

didasarkan dari adanya janji atas suatu sebab hukum dikatakan sebagai 

bentuk yang dijanjikan.(Subekti, 2002: 1) 

Dari beberapa pendapat tentang pengertian perjanjian tersebut, 

menyimpulkan bahwasanya: 

 

a. Perjanjian dilakukan oleh para pihak atau lebih. 

Dalam perjanjian sedikitnya para pihak terdiri dari 2 orang atau 

lebih yang dijadikan sebagai subjek perikatan.Subjek disini adalah 
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orang-orang yang memiliki kepentingan didalamnya, dengan 

maksud pihak yang berhubungan secara lansgung dan terikat 

dengan aturan yang berlaku. 

b. Adanya persetujuan para pihak 

Persutujuan bertujuan agar setiap perjanjian yang dilakukan dapat 

memiliki kaedah maupun norma hukum yang mengatur syarat 

untuk pencapaiannya. 

c. Adanya kehendak  

Setiap perbuatan hukum yang hendak dicapai harus memiliki 

tujuan yang pasti dan tidak boleh bertentangan dengan kaedah 

hukum yang ada. 

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan  

Maksud dari keteranagn ini yaitu dalam pengikatan perjanjian 

maka setiap pihak harsu menjalankan hak dan kewjaibannya 

sebagai pemenuhan prestasi. 

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu 

Bentuk disini yaitu dalam hal klausula yang akan dilaksanakan baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis, tetapi sebaiknya dilaksanakan 

dengan tertulis. 

f. Adanya syarat kesepakatan 

Pembuatan perjanjian mendasari adnaya hakd an kewajiban yang 

akan ditaati, maka syarat pemenuhannya tetap menurut keyakinan.  
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2. Jenis-Jenis Perjanjian 

Menurut jenisnya maka perjanjian dapat terbagi kedalam ketentuan: 

a. Perjanjian Timbal Balik 

Adalah perjanjian yang memiliki hubungan yang berkesinambungan 

satu dengan lainnya. Dimana salah satu pihak akan melakukan 

kewajiban dan salah satu pihak lagi melaksnakan haknya untuk 

menyelesaikan perjanjian yang disetujui secara bersama. 

b. Perjanjian Sepihak 

Merupakan perjanjian yang ada pada satu orang saja, dimana ornag 

tersebut dapat melakukan suatu perbuatan hukum terhadap orang lain 

tanpa harus disepakati terlebih dahulu, hal ini dapat diberlakukan seperti 

hibah terhadaps esuatu benda ataupun barang. 

c. Perjanjian Percuma 

Merupakan persetujuan kepada satu pihak yang mengadakan perjanjian.. 

d. Perjanjian Konsensual 

Merupakan perjanjian yang muncul karena adanya keinginan para pihak 

terhadap sesuatu kehendak yang ingin dicapai.Perjanjian ini menjadi sah 

tanpa memerlukan suatu formalitas tetapi perlunya penyerahan yang sah. 

e. Perjanjian Dengan dasar keberadaan 

Maksudnya yaitu suatu pelaksanaan yang didasarkan kepada dimana 

letak keberadaan dari kesepakatan yang akan dilakukan oleh pihak 

satunya atau pihak lainnyayang memiliki hubungan dalam hukum. 
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Kontra prestasi tersebut bukan hanya tentang kewajiban tatapi 

pemenuhan suatu imbalan juga termasuk dalam kontra prestasi. 

f. Perjanjian Bernama atau Nomminat 

Merupakan perjanjian yang memiliki nama sendiri, kemudian 

dikelompokkan kedalam suatu perjanjian khusus. Hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 1319 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan, baik yang 

mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan 

suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang 

termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian bernama ini 

memiliki jumlah yang terbatas, seperti perjanjian jual beli, perjanjian 

asuransi, dan perjanjian pemberian kuasa. 

g. Perjanjian Tidak Bernama atau Innominat 

Merupakan perjanjian yang pengaturannya tidak diatur secara khusus 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki Jumlah 

yang tidak terbatas. 

h. Perjanjian Real  

Merupakan perjanjian yang dimana ada kesepakatan antara kedua pihak, 

disamping itu juga sekaligus dilaksanakan suatu penyeraha barang yang 

secara nyata atau real.(Purwahid Patrik, 1994: 56) 

 

3. Syarat Sahnya Perjanjian 

Perjanjian yang dilakukan memiliki ketentuan sebagai hukum yang 

mengatur, sehingga sah atau tidaknya perjanjian pastinya ditentukan oleh 

beberapa hal, yaitu:  
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a. Kata sepakat para pihak  

Kedua subjek hukum dari suatu perikatan dasarnya ialah sepakat 

atau setuju terhadap seluruh yang ada didalamnya kehedak tersebut 

diatur oleh kedua pihak.Sehingga adanya timbal balik kehendak 

dalam perjanjian tersebut. 

b. Kecamakapan untuk melakukan perjanjian  

Bahwa perjanjian maka subjeknya yang melakukannya harus 

memiliki kecakapan untuk bertindak.Jadi jika seseorang tidak 

memiliki kecakapan maka harus bertindak maka perbuatan hukum 

yang dilakukan bisa dianggap tidak sah. “Pasal 1330 KUHPerdata 

menegaskan tentang,: orang-orang yang tidak cakap dalam 

membuat suatu perjanjian : 

a) Orang yang belum dewasa 

b) Mereka yang masih dibawah pengampuan 

c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-

Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah 

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”. 

c. Suatu hal tertentu 

Perjanjian harus membahas mengenai isi dari perjanjian yang 

diajdikan sebagai sebab yang halal, maksudnya setiap tujuan di 

perjanjikan baik hak dan kewajibannya terhadap orang lainnya. 

d. Suatu sebab yang halal 
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Segala sesuatu harus dilakukan dengan persyaratan yang halal, 

dengan artian harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku.Sehingga jika ketentuannya dapat dipenuhi maka jika 

terjadi permalasahan maka dapat diselesaikan secara hukum. 

Persyaratan tersebt secara subjektif, mempunyai hubungan terahdap 

pihak-pihak dari suatu pengikatan.Jika persyaratan tersebut tdaik dapat 

dipenuhi maka pengikatan yang dilakukan dapat gagal demi hukum. 

 

4. Unsur-Unsur Perjanjian 

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsure perjanjian antara lain: 

a. Adanya pihak berjanji. 

b. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak  

c. Adanya suatu tujuan yang akan dicapai 

d. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan untuk melaksanakan dari 

objek perjanjian. 

e. Adanya bentuk lisan maupun tertulis 

f. Adanya syarat tertentu yaitu, syarat pokok dari perjanjian yang 

menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap. 

Dalam perjanjian pengikatan jual beli unsur-unsurtersebut harus 

dipenuhi, seperti kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. 

J. Satrio berpendapat sebagai berikut : 

 

a) “Unsur essensialia, merupakan unsur yang harus ada dalam suatu 

perjanjian, apabila unsur ini tidak ada maka perjanjian tidak 
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mungkin ada. Seperti suatu sebab yang halal meruapakan salah satu 

unsur essensialia yang harus ada dalam perjanjian. 

b) Unsur naturalia, merupakan unsur yang telah diatur oleh undang-

undang, tetapi para pihak dapat menyingkirkannyaatau diganti. 

Seperti terkait kewajiban dalam menanggung biaya penyerahan 

dapat diampingkan. 

c) Unsur accidentalia, merupakan unsur perjanjian yang para pihak 

sendiri yang menambahkan namun dalam undang-undang tidak 

mengaturnya. Seperti perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap 

tertentu bisa dikecualikan”.(Satrio, 2001: 32) 

 

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat yang harus ada 

pada setiap perjanjian meliputi, “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab 

yang halal”. Terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka suatu perjanjian 

berlaku sah. Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok: 

 

a. “Syarat subyektif adalah satu syarat yang menyangkut pada 

subyek-subyek perjanjian, meliputi kesepakatan dan kecakapan 

pihak yang membuat perjanjian. 

b. Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek 

perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang 

halal”. 
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Salah satu pihka yang melakukan perjanjian mempunyai hak untuk 

memohon kepada hakim untuk dapat membatalkan perjanjian tersebut 

apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi, hal tersebut diatur dalam pasal 

1446 dan 1456 KUHPerdata. Perjanjian tersebut batal demi hukum atau 

dengan kata lain batal dengan sendirinya apabila syarat objektif tidak 

terpenuhi. Akibat hukum dapat dibatalkan, berarti sebelum diadakan 

pembatal tersebut perjanjian adalah sah sampai diadakannya pembatala 

tersebut. Batal demi hukum,berarti sejak lahirnya perjanjian tersebut sudah 

batal aatau per janjiannya memang ada tetapi tidak berlaku atau dianggap 

tidak pernah ada. 

 

5. Asas-Asas Perjanjian 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Merupakan asas yang menjelaskan bahwa dalam setiap mengadakan 

suatu perjanjian setiap orang bebas untuk mengatur perjanjian, baik dari 

bentuk, isi perjanjian maupun kepada siapa perjanjian tersebut 

ditujukan.Asas ini merupakan yang menganut sistem terbuka dalam 

hukum perjanjian. Hal ini dijelaskan dalam KUH Perdata “Pasal 1338 

ayat 1 bahwa  semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.(Badrulzaman, 2001: 

32) 

b. Asas Konsensualisme 

 Asas ini menjelaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya 

kesepakatan atau perjanjian tersebut sudah sah apabila tercapainya kata 
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sepakat dari kedua belah pihak terkait hal pokok dan tidak diperlukannya 

suatu formalitas hal ini menyangkut dalam pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian salah satunya 

adanya kata sepakat.  

c. Asas Itikad Baik 

 Dalam hal mengadakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik.Pengertian itikad baik ini memilik sifat subjektif dan 

objektif.Untuk subjektif diartikan dalam kejujuran seseorang atau pihak 

dalam mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum, sedang untuk 

objektifnya yaitu dilaksanakan dengan kaedah yang patut. 

d. Asas Pacta Sun Servanda 

 Merupakan nama lain dari asas kepastian hukum. Asas ini menjelaskan 

bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam perjanjian 

dapat dianggap sah jika didadsarkan kepada aturan yang berlaku. 

Perjanjian ini berlaku layaknya sebagai Undang-Undang, maka daripada 

itu para pihak tidak akan mendapatkan kerugian dan tidak akan 

mendapakatkan keuntungan dari perbutan mereka dalam melaksankan 

perjanjian tersebut. 

Dalam lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan 

Pembinaan Hukum Nasional, terlah merumuskan delapan asas yang terdiri 

dari: 

1) Asas kepercayaan 
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 Bahwa setiap para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian akan 

memenuhi setiap prestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian. 

2) Asas persamaan didahapan hukum 

 Maksud dari asasnya para pihak dalam membuat suatu perjanjian 

memilik persamaan kedudukannyadi hadapan hukum.Tanpa adanya 

ketidakseimbangan. 

3) Asas keseimbangan  

Hal ini mengkehendaki bahwa orang dalam mengadakan suatu 

persetujuan harus mampu memenuhi dan melaksanakan perjanjian 

berkaian dengan kewajiban, sehingga orang yang berhubunagn 

tersebut saling melakukan kewajibannya. 

4) Asas kepastian hukum 

 Dalam suatu perjanjian mempunyai kepastian hukum, kepastian 

dalam arti mempunyai kekuatan yang mengikat.Sehingga ada 

akibat hukum yang timbul dari suatu keadaan yang dijanjikan. 

5) Asas moral 

 Maksud dari asas ini bahwa suatu perbuatan seseorang yang secara 

sukarela yang tidak menuntut hak baginya untuk menggugat 

prestasi dari pihak debitur.Salah satu alasan melakukan perbuatan 

tersebut adalah didasari pada moral pihak tersebut. 

6) Asas kepatutan 

 Asas ini membahas tentang ketentuan dalam isi perjanjian.Hal ini 

tegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1339 
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bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat pada hal-hal yangtegas 

dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang 

menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan 

atau undang-undang”. 

7) Asaskebiasaan  

 Merupakan perjanjian bukan hanya soal mengikat yang secara 

tegas diatur namun hal-hal kebiasaan juga sering diikuti dalam 

membuat suatu perjanjian. 

8) Asas perlindungan konsumen (protection) 

 Menegaskan dalam artian para pihak baik kreditur maupun debitur 

dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum mendapatkan 

perlindungan bedsarkan ketentuan yang berlaku. Tetapi hal yang 

paling penting membutuhkan perlindungan ialah pihak yang 

menggunakan jasa dai pihak lain, dikarenakan mempunyai posisi 

yang tidak dominan dibandingkan kreditur. 

Dari asas tersebut dapat dijadikan dasar bagi para pihak untuk 

mengadakan, menentukan, dan membuat perjanjian dalam melaksanakan 

suatu bisnis, yang mana para pihak bersepakat dan saling mengikat dalam 

menjalankannya.Apabila suatu waktu terjadi konflik dapat diselesaikan 

berdasarkan perjanjian yang mereka buat. 

 

6. Prestasi dan Wanprestasi 

a. Prestasi  
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Berdasarkan “Pasal 1234 KUHPerdata, kewajiban yang mana para pihak 

dalam perjanjian harus memenuhinyasehingga terdapat tiga hal prestsi 

yang dapat diperjanjikan yaitu: 

1) Untuk memberikan sesuatu. 

2) Untuk berbuat sesuatu. 

3) Untuk tidak berbuat sesuatu”. 

Supaya dapat dilaksanakan hasil tersebut, diperlukan tahu tentang sifat-

sifatnya: 

a) “Sudah tertntu atau sudah dapat ditentukan 

b) Harus mungkin 

c) Diperbolehkan  

d) bermanfaat bagi kreditur 

e) terdiri atas perbuatan atau serangkaian dari sebuah perbuatan”. 

b. Wanprestsi  

Salah satu pihak atau debitur apabila tidak dapat memunuhi 

kewajibannya atau prestasinya dalam suatu perjanjian dapat dikatakan 

sebagai perbuatan wanprestasi. Terdapat dua faktor yang menyebabkan 

terjadinya wanprestasi, yaitu : 

1) Kelalain, yaitu kesalahan dari debitur tetapi kesalahannya tidak 

bermaksud menyebabkan terjadinya wanprestasi, yang kemudian 

ternyata menimbulkan wanprestasi. 
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2) Kesengajaan, merupakan perbuatan yang dikehendaki dan 

diketahui oleh pihak debitur, yang mana menimbulkan terjadinya 

wanprestasi. 

 

7. Berakhirnya Perjanjian 

Hapusnya perikatan atau berakhirnya perjanjian menurut“Pasal 1381 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain: 

1. Karena pembayaran; 

2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan 

atau penitipan; 

3. Karena pembaruan utang; 

4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi; 

5. Karena percampuran utang; 

6. Karena pembebasan utang; 

7. Karena musnahnya barang yang terutang; 

8. Karena kebatalan atau pembatalan; 

9. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan lewat waktu”. 

Tetapi dalam aturannya tidak memberikan ketentuan tentang hal 

tersebut.Para pihak berkehendak untuk menutup suatu perjanjian 

merupakan perbuatan hukum yang kemudian tertuju pada akibat hukum 

tersebut. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Sewa-Menyewa 

1. Pengertian 
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Sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III 

dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdata yang berbunyi : “sewa menyewa 

adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu 

barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang 

oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”. 

Dari ketentuan di atas, menjelaskan bahwa pemilik barang hanya 

memberikan kenikmatan atas barang tersebut atau hanya dipakai dalam 

jangka waktu tertentu atau dengan kata lain, pemilik hanya menyerahkan 

kekuasaan atas barang kepada pihak penyewa dan bukan untuk 

memilikinya.Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang diserahkan 

bukannya hak milik dari barang tersebut, seperti jual beli pada umumnya 

melainkan hanya penguasaan belaka atas pemakaian dan pemungutan hasil 

dari barang selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam 

perjanjian.Jadi dengan demikian hak milik dari barang tersebut tetap 

berada pada pihak yang menyewakan. 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan “Justru oleh karena hak milik 

atas barang tetap berada ditangan pihak yang menyewakan, maka pada 

hakekatny keadaan sewa menyewa ini sudah selayaknya tidak 

dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus melainkan terbayang 

dikemudian hari, pamakaian dan pemungutan hasil dari barang itu pasti 

akan kembali lagi pada pemilik barang. 
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Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian nominat yaitu 

perjanjian bernama yang dalam bahasa belandanya disebut Benoemde. 

Dimana didalam KUHPerdata perjanjian ini diatur dalam rumusan Pasal 

1319 KUHPerdata yang berbunyi: “semua perjanjian baik yang 

mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu 

nama tertentu yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Dari 

rumusan sewa menyewa seperti di tentukan oleh Pasal 1548 KUHPerdata, 

dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian 

konsensuil yang artinya perjanjian tersebut telah sah dan mengikat pada 

saat tercapainya kata sepakat, yaitu mengenai barang yang disewa dan 

harga sewanya. 

Seperti halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya mempunyai 

unsur-unsur, yaitu antara lain:  

a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (subjek). 

b. Adanya konsensus antara kedua belah pihak (perjanjian).  

c. Adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang 

bergerak maupun barang tidak bergerak.  

d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk 

menyerahkan kenikmatan kepada para pihak penyewa atas 

suatu benda.  

e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang 

pembayaran kepada pihak yang menyewakan.(Salim, 2006: 59) 

 

Dari rumusan tersebut di atas, terdapat adanya subjek dan objek 

dari perjanjian sewa menyewa, adanya hak-hak yang harus dijalankan oleh 

para pihak yang telah membuat kesepakatan dalam hal perjanjian sewa 

menyewa tersebut. 
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Sewa menyewa seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian lain 

pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual artinya sudah sah dan 

mengikat pda detik tercapainya sepakat mengenai unsur 2 pokoknya, yaitu 

barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan 

barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban 

pihak yang terakhir ini adalah membayar harga sewa”. Jadi barang 

diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi 

haanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya.Dengan demikian maka 

penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang 

disewa itu. 

 

2. Ciri-Ciri Perjanjian Sewa Menyewa 

Beberapa pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa 

ciri-ciri dari perjanjian sewa menyewa, yaitu : 

a. Ada 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri.  

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu 

pihak yang mempunyai barang.Pihak yang kedua adalah pihak 

penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas 

suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dapat 

bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain atau 

kepentingan badan hukum tertentu. 

b. Ada unsur pokok yaitu barang, harga dan jangka waktu sewa  
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Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik 

bergerak maupun tidak bergerak.Harga adalah biaya sewa yang 

berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa.Dalam 

perjanjian sewa menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa 

uang tetapi dapat juga menggunakan barang atau jasa (Pasal 

1548 KUH Perdata).Hak untuk menikmati barang yang 

diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu 

yang ditentukan kedalam perjanjian. 

c. Ada kenikmatan yang diserahkan.  

Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan 

barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. 

Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi 

berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan 

sebelumnya. 

Karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan 

barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang 

itu, maka itu tidak sah sebagai pemilik dari barang tersebut.Dengan 

demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat-nikmat dapat secara 

sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.Apabila 

seorang diserahi suatu barang untuk dipakai tanpa kewajiban membayar 

apapun maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjampakai. 

Meskipun dikatakan sewa menyewa adalah suatu perjanjian 

konsensual, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan (dalam 
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akibat-akibatnya) antara sewa tertulis dan sewa lisan. Jika sewa menyewa 

itu diadakan secaara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum 

(otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa 

diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untui itu tetaapi 

sebaliknya apabila sewa menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa 

itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jikapihak yang 

menyewakan memberitahukan harus dilakukan dengan melaksanakan 

jangka watu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Susun Sederhana 

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2011, Rumah Susun adalah 

bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang 

terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam 

arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-

masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat 

hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama.  

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

14/Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, Pasal 

1 Angka 1, menyatakan bahwa :  

 

“Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut rusunawa, 

adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 

secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara 
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terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan 

menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi 

utamanya sebagai hunian”. 

 

 

Dalam Pasal 1 Angka 2, menyatakan bahwa :  

 

“Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut 

sarusunawa, adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan 

secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai 

sarana penghubung ke jalan umum”. 

 

Rusunawa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun 

Sederhana Sewa, menyebutkan: 

 

“Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa 

adalah bangunan gedung bertikat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang dibagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan”. 

 

 

Rusunawa ini merupakan program pemerintah untuk menunjang 

kebutuhan perumahan dan memberikan akomodasi bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, 

dan dapat dihuni dan sewa secara harian maupun bulanan. Dapat juga 

dikatakan bahwa Rusunawa adalah merupakan rumah susun sederhana yang 

disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli 

rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu misalnya para 

mahasiswa, pekerja temporer dan lain lainnya. 
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Sebuah rumah susun selain bangunan juga terdiri dari pemilik, 

penghuni, pengelola, perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun dengan 

pengertian sebagai berikut :  

1. Pemilik adalah setiap orang yang memiliki sarusun.  

2. Penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai 

pemilik maupun bukan pemilik.  

3. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk 

mengelola rumah susun.  

4. Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun yang selanjutnya 

disebut PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para 

pemilik atau penghuni rusun.(JAPTO, 2014: 59) 

Penyelenggaraan rumah susun berasaskan pada:  

1. Kesejahteraan  

2. Keadilan dan pemerataan  

3. Kenasionalan  

4. Keterjangkauan dan kemudahan  

5. Keefisienan dan kemanfaatan  

6. Kemandirian dan kebersamaan  

7. Kemitraan  

8. Keserasian dan keseimbangan  

9. Keterpaduan  

10. Kesehatan  

11. Kelestarian dan berkelanjutan  

12. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan  

13. Keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 

 

 

Tujuan khusus pembangunan rusun yaitu untuk mengendalikan lajunya 

pembangunan rumah-rumah biasa yang banyak memakan lahan. Selain itu 

juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 

menjelaskan tujuan pembangunan rusun, yaitu:  

1) Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama 

bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, 

yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya.  

2) Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan 

dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan 

menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan 

seimbang.  
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3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, 

serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam 

menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan 

seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan.  

4) Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan 

permukiman kumuh.  

5) Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, 

seimbang, efisien, dan produktif.  

6) Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan 

penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan 

pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, 

terutama bagi MBR.  

7) Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan 

rumah susun.  

8) Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan 

terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, 

harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan 

dan permukiman yang terpadu.  

9) Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, 

pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 

 

Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan seluruh mayarakat Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Da1am masyarakat Indonesia, 

perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar rnanusia merupakan 

perwujudan diri manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai suatu kesatuan 

dengan sesama dan lingkungan alamnya.(Arie S Hutagalung, 2007: 1) 

 Rumah dalam arti umum merupakan suatu bangunan yang dijadikan 

tempat tinggal manusia selama jangka waktu tertentu, yang berfungsi untuk 

melindungi dari panasnya matahari, hujan dan angin. Rumah juga salah satu 

tempat di mana seseorang dapat menjalankan segala aktivitas seperti makan, 

tidur, belajar, berkumpul dengan keluarga dan lain-lain. Sebagian besar 

manusia juga memandang rumah dalam fungsinya sebagai pemenuhan 

kebutuhan sosial budayanya dalam masyarakat.Selain itu, rumah dimaknai 

sebagai tempat tinggal dalam suatu lingkungan yang mempunyai sarana 

prasarana yang diperlukan oleh pemiliknya untuk bermasyarakat. Rumah 

menjadi sarana pengamanan bagi pemilikinya, pemberi ketentraman hidup, dan 

pusat berbudaya.Rumah juga menjadi tempat pembentukan kepribadian dan 

pembentukan watak. 

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2015 tentang 

mengenai pengelolaan Rusunawa, menyatakan: 
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1. Calon penghuni yang ditetapkan oleh pengelola diwajibkan 

menandatangani perjanjian sewa menyewa 

2. Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (10 

mencakup: 

a. Identitas kedua belah pihak 

b. Waktu terjadinya kesepakatan 

c. Memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus ditaati oleh 

calon penghuni 

d. Besaran taris sewa 

e. Hak, kewajiban dan larangan calon penghuni 

f. Jangka waktu dan berakhirnya perjanjian 

g. Keadaan diluar kemampuan (force majeur) 

h. Penyelesaian perselisihan. 

i. Sanksi atas pelanggaran 

3. Perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1) dipersiapkan oleh pengelola dan disesuaikan dengan kebutuhan 

penghuni. 

 

 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Heri Rusdi selaku Kepala 

Sub UPTD Rusunawa, menyatakan Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Bertugas di 

Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Pekanbaru? Apa jabatan Bapak Saat 

Ini? Yaitu: 

Beliau menyatakan telah bertugas selama 2 tahun dengan jabatan 

Kepala UPTD Rusunawa di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota 

Pekanbaru. (Wawancara Penulis pada tanggal 8 Juli 2020) 

 

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, sudah membuktikan bahwa 

Kepala Sub UPTD Rusunawa sangat mengetahui keadaan rusunawa yang ada 

di Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan masa tugasnya yaitu selama 2 

tahun.Sehingga dengan masa kerja tersebut maka sudah bisa dinyatakan 

mengetahui keadaan ataupun kejadian yang terjadi di rusunawa. 
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Masa kerja merupakan kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja 

di suatu tempat. Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja pada 

suatu kantor, badan dsb. Masa kerja dapat mempengaruhi tenaga kerja baik 

positif maupun negatif. Akan memberikan pengaruh positif kepada tenaga 

kerja bila dengan lamanya seseorang bekerja maka dia akan semakin 

berpengalaman dalam melakukan tugasnya. Sebaliknya akan memberikan 

pengaruh negatif apabila semvakin lamanya seseorang bekerja maka akan 

menimbulkan kebosanan.Ruang waktu masa kerja yang cukup, sama dengan 

orang yang memiliki pengalaman yang luas.  

Masa kerja yang lama juga akan membentuk kinerja yang efektif karena 

berbagai kendala yang muncul dapat dikendalikan berdasarkan 

pengalamannya. Sehingga karyawan yang berpengalaman akan dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dari pengalaman yang 

semakin tinggi maka kemahiran dalam menyelesaikan pekerjaannya akan 

semakin cepat. Karenanya, masa kerja yang dijalani seseorang pasti 

memberikan sebuah pengalaman kerja, yang kemudian berpengaruh terhadap 

tingkat profesionalitas seseorang.(Dessler, 2002: 54) 

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irwandi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Darimanakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru? 

Bahwasanya informasi Rumah Susun Sederhana Sewa didapatkan dari 

keterangan masyarakat sekitar di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai 

Kota Pekanbaru. 
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Selanjutnya atas keterangan tersebut maka dapat dikatakan penghuni 

tersebut mendapatkan informasi mengenai rusunawa dari masyarakat sekitar. 

Sehingga dengan adanya informasi tersebut beliau berkeinginan untuk 

mendaftarkan dirinya untuk menghuni rusuna tersebut. 

Kemudian wawancara penulis dengan Usrinawita selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Darimanakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru? 

 

Bahwasanya informasi Rumah Susun Sederhana Sewa didapatkan dari 

teman yang sudah menempati dan tinggal di rusunawa. 

Keterangan yang telah disampaikan oleh penghuni diatas, bisa 

dinyatakan beliau menempati rusunawa didasarkan adanya informasi dari 

temannya, sehingga dengan hal tersebutlah yang menyebabkan beliau menajdi 

bagian dari hunian rusunawa. 

Kemudian wawancara penulis dengan Desi Susanti selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Darimanakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru? 

Mendapatkan informasi Rumah Susun Sederhana Sewa diperoleh dari 

teman yang sudah menempati dan tinggal di rusunawa. 

Penghuni yang memberikan keterangan diatas, bisa dikatakan 

bahwasanya beliau menghuni rusunawa dikarenakan temannya sudah menjadi 
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penghuni terlebih dahulu, dikarenakan informasi tersebut beliau menjadi 

penghuni juga. 

Kemudian wawancara penulis dengan Anggi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Darimanakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru? 

Mendapatkan informasi Rumah Susun Sederhana Sewa didapatkan dari 

saudara mengenai adanya penyewaaan rusunawa. 

Berdasarkan keterangan penghuni diatas, bisa disimpulkan beliau 

sebagai penghuni rusunawa mendapatkan informasi dari saudaranya, dimana 

adanya penyewaan rusunawa bagi masyarakat disekitar daerah Rumbai. Atas 

informasi tersebut beliau melanjutkannya dengan mendaftarkan diri sebagai 

penghuni. 

Kemudian wawancara penulis dengan Helmira selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Darimanakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru? 

Mendapatkan informasi Rumah Susun Sederhana Sewa diperoleh dari 

tetangga dekat dirumah lama. 
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Jadi atas keterangan tersebut maka dapat dikatakan penghuni 

mendapatkan informasi atas keberadaan rusunawa yang bisa disewakan ialah 

dari tetangga yang ada disekitar rusunawa. 

Setiap orang mempunyai hak untuk menghuni sarusun yang layak, 

terjangkau, dan berkelanjutan di dalam lingkungan yang sehat, aman, dan 

harmonis.Pembangunan perkotaan yang pesat, terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan perumahan horizontal menyebabkan konversi lahan secara besar-

besaran yang ditunjang dengan tingginya jumlah penduduk baik itu masyarakat 

asli ataupun pendatang. Lahan produktif maupun ruang terbuka hijau beralih 

fungsi menjadi lahan terbangun, jika ini terjadi terus-menerus akan 

menimbulkan kelangkaan tanah dan menjadi tingginya harga lahan dalam 

membangun suatu hunian. Rusunawa menjadi solusi di daerah perkotaan 

dalam mengatasi masalah permukiman, keberadaan rusunawa dapat sangat 

membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah karena pekerjaan yang 

belum mapan ataupun masih berstatus kontrak dimana mereka masih 

dimungkinkan untuk berpindah-pindah tempat ataupun pekerjaan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana, menyatakan pemanfatan 

bangunan, yaitu. 

1. Pemanfaatan bangunan rusunawa oleh penghuni dalam rangka 

terpeliharannya dan terawatnya bangunan rusunawa wajib 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Pemanfaatan bagian atap (roof) harus disesuaikan degan daya 

dukung struktur bangunan rusunawa. 

b) Pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan 

hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung. 
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c) Ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

pribadi, dan 

d) Dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk 

menempatkan papan informasi. 

2. Pemanfaatan bangunan rusunawa termasuk bangunan sarana, 

prasarana dan utilitas serta dapat dimanfaatkan bersama oleh 

penghuni dan pengelola rusunawa. 

3. Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh 

penghuni tidak boleh menganggu penghuni lainnya. 

4. Pemanfaatan bangunan rusunawa dilakukan berdasarkan 

kesepakatan antara pengelola dengan penghubi dengan perjanjian 

sewa menyewa. 

 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Heri Rusdi selaku Kepala 

Sub UPTD Rusunawa, menyatakan Ada berapa banyak Rusunawa yang ada di 

Kota Pekanbaru? Sudah berapa lama pendirian rumah susun itu, dimana atau 

apa dasar pembuatan/ketentuan untuk membangun rusunawa? Rusunawa yang 

terletak Di Rumbai sudah berapa lama berdiri dan berapa jumlah kamarnya? 

Yaitu: 

Rusunawa yang ada di Pekanbaru ada 2 dimana di Jalan Yos Sudarso 

(Rumbai) dan di Jalan Rejosari Tenayan Raya. Dimana pendiriannya 

diawali sejak tahun 2012, kelengkapan jalan selesai tahun 2017 mulai 

dihuninya rusunawa semenjak tahun 2018 hingga saat sekarang. 

Rusunawa yang ada di Yos Sudarso berjumlah 99 kamar dari 4 lantai 

yang antara lain lantai dasar berjumlah 3 kamar, lantai 1 berjumlah 24 

kamar, lantai dua berjumlah 24 kamar, lantai 3 berjumlah 24 kamar dan 

lantai 4 berjumlah 24 kamar. (Wawancara Penulis pada tanggal 8 Juli 

2020) 

 

Sebagaimana keterangan dari Kepala Sub UPTD Rusunawa 

bahwasanya diketahui jumlah rusunawa yang ada di Kota Pekanbaru yaitu 

sebanyak dua tempat, yaitu di Kecamatan Rumbai dan di Kecamatan Tenayan 
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Raya. Dimana dimasing rusunawa telah memiliki sarana dan prasarana yang 

dilengkap dengan kamar-kamar sesuai dengan perbedaan harga sewa setiap 

lantainya. 

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irwandi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Dimanakah Bapak/Ibu bekerja?Berapa orang jumlah 

anakBapak/Ibu?ApakahBapak/Ibu memiliki rumah sendiri? 

 

Beliau menyatakan bekerja di Gojek, dengan memiliki anak satu orang, 

dan tidak memiliki rumah. 

Pekerjaaan merupakan sebagai penentu seseorang untuk bisa memiliki 

suatu hunian, dimana jika dibandingkan dengan pekerjaan penghuni rusunawa 

sebagaimana diatas diketahui penghuni bekerja sebagai driver go-jek. Beliau 

diketahui juga telah memiliki satu orang anak dan belum memiliki rumah 

hunian sama sekali, sehingga menyewa di rusunawa. 

Kemudian wawancara penulis dengan Usrinawita selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Dimanakah Bapak/Ibu bekerja?Berapa orang jumlah 

anakBapak/Ibu?ApakahBapak/Ibu memiliki rumah sendiri? 

 

Bekerja sebagai pedagang harian, dengan memiliki satu orang anak 

perempuan dan belum sama sekali memiliki rumah. 

Berdasarkan keterangan dari penghuni diatas, diketahui beliau 

melakukan pekerjaan harian, dikarenakan belum memiliki rumah maka beliau 

menyewa rusunawa yang telah disediakan oleh pemerintah. Serta beliau juga 

sudah memiliki satu anak. 
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Kemudian wawancara penulis dengan Desi Susanti selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Dimanakah Bapak/Ibu bekerja?Berapa orang jumlah 

anakBapak/Ibu?ApakahBapak/Ibu memiliki rumah sendiri? 

Bekerja sebagai pedagang kain, dengan memiliki tiga anak, yaitu 2 

orang laki-laki dan satu perempuan, belum juga memiliki rumah tempat 

tinggal sendiri. 

 

Diketahui atas keterangan penghuni diatas, bahwasanya beliau bekerja 

sebagai pedagang kain, serta memiliki tiga orang anak. Dimana beliau 

menyatakan belum memiliki rumah sama sekali sehingga menyewa rusunawa 

yang ada di daerah Rumbai dikarenakan rusunawa tersebut bisa dijangkau 

pembayarannya terutama dalam hal sewa. 

Kemudian wawancara penulis dengan Anggi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Dimanakah Bapak/Ibu bekerja?Berapa orang jumlah 

anakBapak/Ibu?ApakahBapak/Ibu memiliki rumah sendiri? 

 

Bekerja sebagai wiraswasta dengan memiliki tiga anak dimana 2 orang 

laki-laki dan satu perempuan, belum juga memiliki rumah tempat 

tinggal sendiri. 

 

Pekerjaan yang dijalankan oleh penghuni diatas, ialah sebagai 

wiraswasta, dengan memiliki dua orang anak yang ikut serta tinggal 

dirusunawa yang beliau sewa, dikarenakan beliau belumlah memiliki rumah 

untuk tempat tinggal. 
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Kemudian wawancara penulis dengan Helmira selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Dimanakah Bapak/Ibu bekerja?Berapa orang jumlah 

anakBapak/Ibu?Apakah Bapak/Ibu memiliki rumah sendiri? 

Bekerja pedagang minyak eceran, memiliki 3 orang anak laki-laki dan 

sudah ada rumah namun letaknya di daerah Medan, namun dikarenakan 

desakan ekonomi terpaksa merantau ke Pekanbaru, dan di Pekanbaru 

belum juga memiliki rumah. 

 

 

Berdasarkan keterangan penghuni tersebut, dimana beliau menyatakan 

bahwasanya bekerja sehari-hari sebagai pengecer minyak. Beliau menempati 

rusunawa beserta tiga orang anaknya dikarenakan desakan ekonomi, beliau 

telah memiliki rumah namun bukan di Kota Pekanbaru melainkan di daerah 

lain yaitu Kota Medan.  

Jadi berdasarkan keterangan para penghuni maka dapat dikatakan jika 

dilihat dari pekerjaan yang dilakukan oleh setiap penghuni maka bisa 

digolongkan dalam keluarga tidak mampu. Sehingga hal tersebutlah yang 

menyebabkan penghuni menyewa rusunawa yang telah disediakan oleh 

pemerintah. Sehingga rusunawa yang disewakan bisa dinyatakan telah tepat 

sasaran dikarenakan memang diperuntukkan bagi masyarakat yang 

berpenghasilan rendan. 

Pemerintah sebagai penguasa, menggunakan instrumen yuridis sebagai 

sarana dalam mengendalikan permasalahan yang terjadi.Intrumen yuridis yang 

dimaksud mempunyai sifat aplikatif yang secara langsung dapat diterapkan 

pada masyarakat.Penyelenggaraan urusan pemeritahan dibagi berdasarkan 

kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan 
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keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.Kriteria eksternalitas adalah 

penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran 

dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan 

pemerintahan.Kriteria akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan 

suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, 

besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu 

urusan pemerintahan.Kriteria efisiensi adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling 

tinggi yang dapat diperoleh.(Widjaya, 2005: 164) 

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 angka 1Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana, menyatakan 

pemanfatan bangunan, yaitu: penghuni sarusunawa berhak: 

a. Menempati 1 (satu) sarusunawa untuk tempat tinggal yang 

disewanya lengkap dengan fasilitas yang ada, baik berupa 

lingkungan, bagian bersama dan benda bersama 

b. Menafaatkan satuan bukan hunian yang disewa untuk kegiatan 

social usaha melalui koperasi/paguyuban 

c. Mendapatkan layanan suplai listrik, air bersih, pembuangan air 

kotor dan/atau air limbuh persampahan dan jasa kebersihan 

d. Mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian 

yang kurang diperhatikan atau terawatt kepada pengelola. 

e. Mendapatkan pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, 

prasarana, sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh 

penghuni. 

f. Mendapatkan pelayanan ruang duka pada ruang serbaguna bagi 

penghuni dan/atau penghuni yang meninggal dunia. 

g. Menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh pengelola 

saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni 

h. Menjadi anggota rukun tetangga, rukun warga dan/atau 

perhimpunan penghuni yang dimanfaatkan sebagai wadah 

komunikasi dalam sosialisasi guna kepentingan bersama. 

i. Mendapat ketentraman dan privasi terhadap gangguan fisik 

maupun psikologis 
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j. Mendapat pendampingan mengenai penghunian dari pengelola 

dan/atau instansi lain yang berkaitan 

k. Mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang 

penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan 

sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya. 

l. Memanfaatkan sarana, prasarana dan utilitas sesuai dengan fungsi 

dan  

m. Mendapatkan pengembalian uang jaminan pada saat mengakhiri 

hunian setelah diperhitungkan uang jaminan pada saat mengakhiri 

hunian setelah diperhitungkan seluruh kewajiban yang belum 

dipenuhi. 

 

 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Heri Rusdi selaku Kepala 

Sub UPTD Rusunawa, menyatakan berapa besar tarif sewa rusunawa dan 

pembangunan rusunawa diperuntukkan untuk siapa? Bagaimana pemanfaatan 

bangunan sarana prasarana rusunawa tersebut? Yaitu: 

Besar tariff sewa disetiap lantainya berbeda, dimana lantai satu sebesar 

Rp. 275.000, lantai 2 sebesar Rp. 250.000, lantai 3 sebesar Rp. 200.000, 

dan lantai 4 sebesar RP. 175.000. kemudian pada dasarnya 

pembangunan rusunawa yang telah didirikan pemerintah diperuntukkan 

bagi masyarakat yang kurang mampu dan berdomisili di daerah 

rusunawa, serta pemanfaatan bangunan rusunawa tersebut belumlah 

sesuai dengan peruntukkannya dikarenakan masih ada masyarakat yang 

menempati bukanlah masyarakat domisili Rumbai, hal ini terjadi 

dikarenakan tidak adanya pengawasan lebih lanjut untuk mengantisipasi 

hal tersebut terjadi. (Wawancara Penulis pada tanggal 8 Juli 2020) 

 

Sesuai dengan keadaan yang ada dirusunwa maka bisa diketahui dengan 

jelas sesuai keterangan, tarif yang ada di rusunawa memiliki perbedaan disetiap 

lantainya. Kemudian jika diperhatikan dari segi pemanfaatanya maka diketahui 

masih ada penghuni yang bukan asli dari daerah Rumbai. Jadi bisa dikatakan 

belumlah sesuai peruntukannya.  



 

62 

 

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irwandi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Berapa besar penghasilan perbulan Bapak/Ibu? 

Penghasilan yang didapatkan tidak menetap atau tidak menentu tiap 

bulannya, dikarenakan hasil gojek tersebut didapatkan dalam hitungan 

perhari. 

 

 Keterangan dari penghuni diatas, bisa diketahui bahwasanya 

penghasilan yang didapatkannya dari pekerjaannya sehari-hari adalah tidak 

menentu atau tidak tetap tiap bulannya. Sehingga penghasilan penghuni 

tersebut sudah bisa menjadi suatu penentu beliau tergolong dari masyarakat 

yang berpenghasilan rendah. 

Kemudian wawancara penulis dengan Usrinawita selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Berapa besar penghasilan perbulan Bapak/Ibu? 

 

Penghasilan yang diterima tiap bulannya dari pekerjaan yang dilakukan 

tergantung banyaknya pembeli. 

 

Sesuai dengan keterangan dari penghuni diatas, maka penghasilan yang 

diperolehnya tidak diketahui secara pasti disebabkan menurut beliau 

penghasilnnya tergantung kepada banyaknya pembeli. Sehingga bisa 

dinyatakan juga penghuni ini memiliki penghasilan yang tidak tetap. 

Kemudian wawancara penulis dengan Desi Susanti selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Berapa besar penghasilan perbulan Bapak/Ibu? 

Penghasilan yang diterima perhari Rp. 50.000-Rp. 100.000.tergantung 

lakunya dagangan yang diperjualbelikan. 
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Hal yang sama terjadi pada penghuni berikut ini, dimana beliau 

menyatakan penghasilannya yang dieprolehnya tiap hari ialah sebesar Rp. 

50.000-Rp. 100.000, dan hal ini juga tergantung kepada banyaknya dagangan 

yang laku dijual. Tetapi hal ini juga memiliki nilai yang tidak tetap. Jadi bisa 

dikatakan penghasilannya juga tidak bisa dipastikan. 

Kemudian wawancara penulis dengan Anggi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Berapa besar penghasilan perbulan Bapak/Ibu? 

 

Penghasilan yang diterima yaitu sebesar Rp. 700.000 per minggu.Inipun 

tergantung adanya pekerjaan yang dilakukan. 

Keterangan dari penghuni yang bernama Anggi menyatakan 

penghasilan yang diperolehnya tiap minggunya yaitu sebesar Rp. 700.000, 

penghasilannya ini memang tergolong kecil namun sudah bisa mencukupi 

keluargannya, dan bisa untuk menyisihkan pembayaran sewa tiap bulannya. 

Kemudian wawancara penulis dengan Helmira selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Berapa besar penghasilan perbulan Bapak/Ibu? 

 

Penghasilan yang diterima yaitu tidak menetap tergantung minyak yang 

terjual. 

 

Penghuni diatas menyatakan kondisi penghasilannya yang diperoleh 

setiap bulannya tidak lah menetap dikarenakan beliau menyatakan penghasilan 

tersebut dipengaruhi dengan banyaknya jumlah minyak yang bisa 

diperjualbelikannya kepada pelanggan. Sehingga beliau bisa dinyatakan juga 
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sebagai masyarakat yang kurang mampu, sehingga memiliki kewajaran untuk 

menghuni rusunawa, tetapi dengan penghasilan yang tidak tetap ini pastilah 

akan mempengaruhi pembayaran sewa tiap bulannya. Dikarenakan jika 

penghasilan yang tidak menentu tersebut bisa dinyatakan beliau juga pastinya 

akan mengalami keterlambatan dalam pembayaran sewa. 

Dalam pengelolan rusunawa pengelola dengan penyewa rusunawa 

terikat pada suatu perjanjian.Perjanjian merupakan suatu perikatan 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun 

karena undang-undang. Dalam suatu perikatan terdapat hak di satu pihak dan 

kewajiban di pihak lain. Dalam perjanjian terdapat timbal – balik dimana hak 

diterima dan kewajiban harus dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan sesuatu 

atau penawaran dalam perjanjian tersebut hubungan hukum yang 

menimbulkan hak dan kewajiban dalam perikatan tersebut adalah antara dua 

pihak.Pihak yang berhak atas prestasi (pihak yang aktif) adalah kreditur atau 

orang yang berpiutang.Sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi 

prestasi (pihak yang pasif) adalah debitur yang atau orang yang 

berhutang.(Syahrani, 2000: 205) 

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 angka 1Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana, menyatakan 

pemanfatan bangunan, yaitu: penghuni sarusunawa berkewajiban: 

1. Mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan  

2. Mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang 

telahditetapkan pengelola 
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3. Memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan 

sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaannya 

4. Membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapi dan 

teratur 

5. Membayar rekening pemakaian sarana air bersih, listrik dan 

rekening lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

6. Membayar uang sewa dan jaminan uang sewa dan segala iuran 

yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentua yang berlaku 

7. Melaporkan pada pihak pengelola apabila mengetahui adanya 

kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di rusunawa kepada 

pengelola 

8. Membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan 

kelalaian penghuni 

9. Mengosongkan ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan 

kealalaian penghuni 

10. Mengosongkan dan menyerahkan tempat hunian dalam keadaan 

baik kepada pengelola pada saat perjanjian penghunian berakhir 

11. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan 

bermasyarakat yang harmonis 

12. Mengikuti pelatihan dna bimbingan yang dilaksanakan oleh 

penglola secara berkala 

13. Mermarkir dn meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan 

dan 

14. Melaporkan perubahan jumlah penghuni dan tamu yang menginap 

kepada pengelola dalam waktu 1 x 24 jam. 

 

 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Heri Rusdi selaku Kepala 

Sub UPTD Rusunawa, menyatakan persyaratan bagi masyarakat untuk bisa 

menempati Rusunawa Yaitu: 

Untuk menempati Rusunawa maka sudah ditentukan persyaratannya, 

dimana masyarakat haruslah memiliki KTP sebagai tanda pengenal atau 

SKTS, memiliki KK dan surat nikah kemudian Pas foto, surat 

keterangan belum memiliki rumah dari kelurahan dan membawa surat 

keterangan penghasilan dari instansi atau perusahaan tempat bekerja, 

SKCK, sanggup memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan memenuhi 

ketentuan tata tertib penghuni Rusunawa. (Wawancara Penulis pada 

tanggal 8 Juli 2020) 
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Jadi sesuai dengan keterangan diatas, maka sudah jelas rusunawa yang 

akan ditempat oleh para penghuni memiliki persyaratan. Dimana penghuni 

yang akan menyewa harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu sebelum 

bisa tinggal di dalam rusunawa. Salah satu syaratnya ialah penghuni harus 

melakukan suatu perjanjian dengan ketentuan pendukung lainnya seperti 

identitas yang akan menyewa. Sehingga bisa dinyatakan untuk menghuni 

rusunawa juga tidak bisa langsung begitu saja melainkan harus memenuhi 

persyaratan terlebih dahulu. Persyaratan ini telah cukup baik dari segi 

administrasi kependudukan agar menghindari ada penghuni rusunawa yang 

memiliki itikad tidak baik, penulis juga telah melakukan riset melalui sosial 

media tentang persyaratan menjadi anggota rusunawa salah satunya pada 

rusunawa Kota Batam yang memiliki persyaratan yang cukup sederhana, yaitu 

sebagai berikut (https://rusunawa.perakimtan.batam.go.id/tarif-sewa-dan-

persyaratan/.) : 

1. Foto Copy KTP Batam suami istri 

2. Foto Copy KK 

3. Foto Copy surat nikah 

4. Surat keterangan bekerja 

5. Materai 3 buah 

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irwandi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Sudah berapa lama Bapak/Ibu menghuni atau tinggal 

di Rusunawa?Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk tinggal di Rusunawa? 
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Lamanya menguni rusunawa sudah 4 bulan lamanya, yang menjadi 

alasan menempati rusunawa dikarenakan lebih ringan menbayar 

sewanya kemudian belum memiliki rumah. 

 

Berdasarkan keterangan penghuni diatas, maka bisa diketahui beliau 

menghuni rusunawa yang berada di daerah Rumbai sudah 4 bulan. Dimana 

beliau juga mengatakan menghuni rusunawa dikarenakan memang biaya yang 

dikeluarkan untuk sewannya sangatlah murah dan bisa dijangkau oleh beliau. 

Terlebih lagi belai belumlah memiliki rumah untuk ditempati bersama 

keluargannya. 

Kemudian wawancara penulis dengan Usrinawita selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Sudah berapa lama Bapak/Ibu menghuni atau tinggal 

di Rusunawa?Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk tinggal di Rusunawa? 

Lamanya menguni rusunawa yaitu sudah selama 2 tahun, dengan alasan 

menetap dirusunawa dikarenakan belum memiliki rumah, kemudian 

harga sewanya lebih terjangkau dengan penghasilan yang didapatkan. 

 

 

Keterangan penghuni diatas, menyebutkan bahwasanya beliau sudah 

menempati rusunawa selama 2 tahun. Jadi dengan lamanya telah menghuni 

rusunawa maka sudah bisa dikatakan bahwa beliau sudah mengetahuis eluk 

beluk yang ada di rusunawa. Beliau juga menjelaskan bahwasanya alasan yang 

menyebabkan beliau menghuni rusunawa ialah tidak lain dikarenakan belumlah 

memiliki rumah serta harga sewanya murah dan bisa sejalan dengan 

penghasilan penghuni yang rendah dan tidak menentu. 

Kemudian wawancara penulis dengan Desi Susanti selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Sudah berapa lama Bapak/Ibu menghuni atau tinggal 

di Rusunawa?Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk tinggal di Rusunawa? 
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Lamanya menempati rusunawa sudah 2 tahun 6 bulan, alasannya 

dikarenakan harganya terjangkau. 

Jadi atas keterangan dari penghuni diatas, maka bisa dikatakan bahwa 

beliau sudah lama menenpati rusunawa dengan masa 2 tahun lebih. Sehingga 

memang beliau memiliki alasan yang jelas untuk menghuninya. Dimana 

menurut penhuni bersangkutan alasannya tidak lain dikarenakan harganya bisa 

dijangkaunya dengan penghasilan 

Kemudian wawancara penulis dengan Anggi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Sudah berapa lama Bapak/Ibu menghuni atau tinggal 

di Rusunawa?Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk tinggal di Rusunawa? 

Lamanya menempati rusunawa selama 1 tahun 6 bulan, dengan alasan 

harga kontrakan mahal oleh sebab itu memilih tinggal di rusunawa 

dengan harga sewa yang terjangkau. 

 

Jadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penghuni diatas, maka 

diketahui beliau telah 1 tahun 6 bulan menghuni rusunawa, kemudian juga 

beliau menjelaskan bahwasanya alasan menyewa rusunawa disebabkan 

kontrakan yang ada di berbagai tempat masih tergolong mahal sehingga lebih 

memilih tinggal di rusunawa, lebih murah dan bsia dijangkau. 

Kemudian wawancara penulis dengan Helmiraselaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Sudah berapa lama Bapak/Ibu menghuni atau tinggal 

di Rusunawa?Apa yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk tinggal di Rusunawa? 

Lamanya menempati rusunawa selama 1 tahun dengan alasan 

dikarenakan harga terjangkau dan tinggal dirusunawa lebih ramai dan 

aman. 
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Keterangan dari Penghuni diatas, telah menyatakan beliau menempati 

rusunawa sudah selama 1 tahun, beliau juag menyatakan tinggal dirusunawa 

disebabkan lebih murah harga sewanya dan aman. 

Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan 

penyedia jasa yang menimbulka akibat hukum dalam bidang kontruksi.Akibat 

hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak.Momentum 

timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak kontruksi oleh 

pengguna jasa dan penyedia jasa.(Salim, 2006: 90)Selanjutnya dalam 

melaksanakan kontrak kerja kontruksi juga tidak terlepas dari ketentuan syarat 

sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata sebagai patokan yang berlaku umum untuk semua jenis dan bentuk 

perjanjian baik yang telah ada maupun yang akan ada. Dengan lain perkataan 

merupakan ketentuan yang mengatur syarat-syarat agar kedua bela pihak yang 

mengadakan janji dapat dinyatakan telah mengadakan perjanjian. 

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan 

perarturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat 

sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam 

suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu 

sanksi.(Mertokusumo, 2005: 40)Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah 

mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara 

manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-

kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan 

sebagainya terhadap yang merugikannya. 
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Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Heri Rusdi selaku Kepala 

Sub UPTD Rusunawa, menyatakansistem pembayaran bagi masyarakat yang 

menempati Rusunawa Tersebut Yaitu: 

Penghuni Rusunawa untuk melakukan pembayaran sewa dilakukan 

dengan sistem transfer ke Bank Riau Kepri Rumbai. (Wawancara 

Penulis pada tanggal 8 Juli 2020) 

Sesuai dengan keterangan dari Kepala Sub UPTD Rusunawa tersebut 

diatas, maka dapat dikatakan bahwa system pembayaran yang dilakukan oleh 

penghuni untuk membayar sewanya yaitu dengan cara melakukan transfer 

secara langsung ke rekening yang telah ditetapkan. Sehingga petugas tidak 

susah lagi ataupun penghuni untuk mengambil uang sewanya ke tempat 

hunian. 

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irwandi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Bagaimana pembayaran sewa dari rusunawa yang 

Bapak/Ibu tempati? 

Pembayaran sewa rusunawa tiap bulannya dikarenakan penghasilan tiap 

bulannya tidak menetap apalagi selama masa covid masih ada 

penunggakan sewa yang disebabkan turunnya pendapatan kerja. 

Berdasarkan keterangan penghuni diatas, maka bisa dinyataka bahwa 

dalam pelaksanaan pembayaran beliau masih ada tunggakan atau dengan kata 

lain tidak bisa melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Beliau 

mengatakan penyebabnya ialah dikarenakan penghasilannya yang tidak 

menetap. 
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Kemudian wawancara penulis dengan Usrinawita selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Bagaimana pembayaran sewa dari rusunawa yang 

Bapak/Ibu tempati? 

Pembayaran sewa masih ada tunggakan dikarenakan penghasilan 

menurun dan tidak bisa dipastikan. 

Berdasarkan keterangan dari penghuni tersebut diatas, juga menyatakan 

bahwasanya dalam pelaksanaan pembayaran uang sewa beliau masih telah 

setiap bulannya sehingga banyak tunggakan yang belum bisa disetorkan.Hal ini 

disebabkan ketidakpastian terahdap penghasilannya. 

Kemudian wawancara penulis dengan Desi Susanti selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Bagaimana pembayaran sewa dari rusunawa yang 

Bapak/Ibu tempati? 

Pembayaran sewa masih ada tunggakan dikarenakan dipengaruhi oleh 

masa pandemic yang menyebabkan penghasilan tidak menentu. 

Berdasarkan keterengan tersebut diatas, penghuni menyatakan 

bahwasanya juga mengalami tunggakan dlam pembayaran sewa tiap 

bulannya.Hal ini disebabkan adanya ganggun covid sehingga penghasilannya 

tidak bisa ditentukan. 

Kemudian wawancara penulis dengan Anggi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Bagaimana pembayaran sewa dari rusunawa yang 

Bapak/Ibu tempati? 

Pembayaran sewa hunian di rusunawa tidak ada tunggakan setiap 

bulannya meskipun pembayarannya masih lewat tanggal jatuh tempo. 
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Keterangan dari penghuni diatas, dapat dinyatakan bahwa beliau 

melakukan pembayaran tiap bulannya namun tanggal pembayarannya tidak 

sesuai tiap bulannya. Sehingga beliau selama menghuni tidak ada tunggakan 

sama sekali. 

Kemudian wawancara penulis dengan Helmiraselaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Bagaimana pembayaran sewa dari rusunawa yang 

Bapak/Ibu tempati? 

 

Pembayaran sewa masih ada tunggakan dikarenakan dipengaruhi oleh 

masa pandemic yang menyebabkan penghasilan tidak menentu. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa dinyatakan penghuni sering 

mengalami pembayaran sewa yang tidak sesuai dengan waktunya.Dimana 

masih banyak tunggakan dikarenakan belum bisa melakukan pembayaran. 

Dalam pembangunan rumah susun harus ada tiga aspek penting yaitu 

sarana,yang merupakan fasilitas dalam lingkungan hunian rumah susun yang 

berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pengembangan kehidupan sosial, 

budaya, dan ekonomi. Selanjutnya prasarana merupakan kelengkapan dasar 

fisik lingkungan hunian rumah susun yang memenuhi kebutuhan tempat 

tinggal yang layak, sehat, aman dan nyama.Dan yang terakhir adalah utiltas 

yaitu kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun. 

Pengelola wajib melakukan melakukan peningkatan kualitas sarana, 

prasaranan, sarana, dan utilitas yang tersedia dikawasan Rusunawa dar kondisi 

yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman, dan aman sesuai dengan 
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kebutuhan seperti yang telah tertuang dalam pasal 11 ayat (1) perda kota 

Pekanbaru nomor 01 tahun 2015 tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Sewa (Rusunawa) 

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat dikatakan 

Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di 

Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah belum berjalan 

dengan baik dikarenakan masih ada pelanggaran kewajiban yang dilakukan 

penyewa yaitu tidak melakukan pembayaran sewa dengan tepat pada 

waktunya, meskipun sudah sudah ditentukan persyaratannya sebelum 

melakukan penghunian Rusunawa dengan alasan penghasilan tidak menentu 

dan tidak menetap dikarenakan masalah pendemi covid-19.  

 

B. Faktor Penghambat Dalam Pembayaran Sewa Menyewa Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai 

Kota Pekanbaru 

 
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Persoalan yang 

sering terjadi di wilayah perkotaan adalah meningkatnya permintaan perumahan 

dan terbatasnya penyediaan pasar akan perumahan. Hal tersebut mengakibatkan 

adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar 

perumahan, yang menyebabkan banyak individu perkotaan tidak mempunyai 

tempat tinggal layak. Kualitas hunian yang memadai menjadi sangat sulit dimiliki 

bagi masyarakat perkotaan terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), 

karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal ini menjadi latar belakang 

dibangunnya/ disediakannya rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR). Peranan Pemerintah dalam penyediaan perumahan publik dianggap 
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penting terutama dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan 

terjangkau. 

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 

lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan 

harta kekayaan. Realita yang terjadi dalam suatu interaksi pergaulan 

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup tidak mungkin dapat 

disimpangi.(Muhammad, 2002: 7)Akibat hukum yang ditimbulkan dapat saja 

berdampak positif dan negatif. Berdampak positif apabila sedari awal 

dilakukannya suatu perbuatan hukum itu didasari oleh adanya itikad baik yang 

tidak datang hanya dari satu pihak, tetapi dari pihak lain yang melakukan 

perbuatan hukum tersebut. Apabila tidak didasari oleh itikad baik, maka sudah 

barang tentu akan berakibat negatif yang berujung pada timbulnya suatu 

permasalahan, konflik ataupun suatu sengketa.(Wirjono, 2000: 102) 

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya 

kesesuaian antara pelaksanan penerapan kebjakan dengan desain, tujuan, 

sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif 

bagi pemecah permasalahan yang dihadapi.Dari hasil beberapa pemaparan 

diatas dapat dikemukakan bahwa sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan 

program pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa ) dikota 

pekanbaru belum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan 

daerah kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Rusunawa. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Heri Rusdi selaku Kepala 
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Sub UPTD Rusunawa, menyatakan Apakah setiap bulannya tarif sewa 

rusunawa mengalami kenaikan Yaitu:  

Pada dasarnya tarif sewa rusunawa tidak pernah dilakukan kenaikan 

harga, harga sewa tetap sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan 

berdasarkan peraturan daerah. (Wawancara Penulis pada tanggal 8 Juli 

2020) 

Berdasarkan keterangan dari Kepala Sub UPTD Rusunawa, bisa 

dinyatakan bahwasanya harga sewa yang ada dirusunawa tidak ada kenaikan, 

disebabkan harga sewa telah disesuaikan dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga setiap penghuni akan membayar 

sewa sebagaimana yang ditetapkan awalnya. 

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irwandi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut bapak/Ibu, bagaimana keadaan tarif sewa 

rusunawa setiap bulannya? 

Tarif sewa di rusunawa selama pandemi tetap tidak ada kenaikan harga 

tetapi diluar harga listrik dan air. 

Berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, bisa dikatakan bahwa 

harga sewa yang ada dirusunawa tidak ada kenaikan sama sekali dari pihak 

pemerintah, namun harga sewa tersebut diluar dari pembayaran listrik dan air. 

Kemudian wawancara penulis dengan Usrinawita selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut bapak/Ibu, bagaimana keadaan tarif sewa 

rusunawa setiap bulannya? 

Tarif sewa di rusunawa selama pandemi tetap tidak ada kenaikan harga 

tetapi diluar harga listrik dan air. 
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Hal yang sama dinyatakan oelh keterangan penghuni diatas, dimana 

harga sewa rusun tidak ada mengalami kenaikan sama sekali. Penghuni 

melakukan pembayaran sesuai dengan ketetapan dari awal melakukan 

penghunian rusunawa tersebut. 

Kemudian wawancara penulis dengan Desi Susanti selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut bapak/Ibu, bagaimana keadaan tarif sewa 

rusunawa setiap bulannya? 

 

Tarif sewa di rusunawa selama pandemi tetap tidak ada kenaikan harga 

tetapi diluar harga listrik dan air. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka sudah jelas bahwasanya tarif sewa 

dirusunawa tidak ada mengalami kenaikan.Sehingga keadaan ini sangatlah 

menguntungkan penghuni. 

Kemudian wawancara penulis dengan Anggi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut bapak/Ibu, bagaimana keadaan tarif sewa 

rusunawa setiap bulannya? 

 

Tarif sewa di rusunawa selama pandemi tetap tidak ada kenaikan harga 

tetapi diluar harga listrik dan air. 

Berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, juga menyatakan hal 

yang sama tariff sewa tidak ada mengalami kenaikan. Namun penghuni tetap 

dibebankan untuk membayar istri dan air yang digunakan setiap harinya. 
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Kemudian wawancara penulis dengan Helmiraselaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut bapak/Ibu, bagaimana keadaan tarif sewa 

rusunawa setiap bulannya? 

Tarif sewa di rusunawa selama pandemi tetap tidak ada kenaikan harga 

tetapi diluar harga listrik dan air 

Jadi berdasarkan keterangan para penghuni menyebutkan tidak ada 

sama sekali kenaikan harga tariff sewa rusunawa, degan kata lain penghuni 

menyewa rusunawa dengan membayar kewajiban sebagaimana perjanjian sewa 

yang telah menjadi kesepakatan. 

Kondisi bangunan gedung rusunawa, pemanfaatan dan sistem 

pemeliharaan serta rehabilitasinya erat kaitannya dengan pengelolaan dan 

perilaku/ peran serta dari penghuninya. Pengelolaan bangunan gedung 

rusunawa dapat mendukung kelayakan hunian, serta kemampuan pengelolaan 

yang baik akan mempertahankan kualitas hunian. Begitu pula dengan 

karakteristik perilaku maupun peran serta penghuni dalam mendukung 

kelayakhunian dan mempertahankan kualitas hunian bangunan gedung 

rusunawa. 

Suatu pemerintahan atau ke pemerintahan yang transparan (terbuka), 

yaitu suatu sistem pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan ke 

pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses 

kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. 

Transparansi (keterbukaan) yaitu suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat 

dan jelas. Jika diartikan dengan penyelenggaraan urusan publik, transparansi 
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adalah dimana masyarakat mengetahui suatu kondisi apa-apa yang terjadi dan 

dilakukan pemerintah termasuk berbagai prosedur serta keputusan yang 

diambil pemerintah dalam  urusan publik. Dalam hal ini peran pemerintah 

adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 

yang benar, jujur, dan tidak deskriminasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Heri Rusdi selaku Kepala 

Sub UPTD Rusunawa, menyatakan Pada saat penghuni melakukan 

pembayaran, apakah ada melakukan pengawasan terhadap pembayaran tersebut 

Yaitu:   

Pengawasan pasti ada namun tidaklah dilakukan secara rutin dengan 

kata lain pengawasan pembayaran dilakukan secara berkala disebabkan 

pembayaran tersebut melalui transfer Bank. (Wawancara Penulis pada 

tanggal 8 Juli 2020) 

 

Berdasarkan keterangan tersebut maka bisa dikatakan bahwa dalam hal 

pembayaran sewa oleh penghuni, maka pihak dinas atau pemerintah ada 

melakukan pengawasan namun tidak dilakuakn secara rutin, selain itu 

dikarenakan memang pembayarannya harus dilakukan melalaui system transfer 

ke rekening yang sudah ditetapkan. 

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irwandi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Apakah Bapak/Ibu lancar melakukan pembayaran 

Rusunawa yang telah ditempati? 

Dikarenakan masalah pendapatan yang tidak tetap dan selama 

terjadinya masa pandemic ini maka pembayaran sewa tidak lancar 

dilakukan. 
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Berdasarkan keterangan penghuni diatas, maka bisa dinyatakan 

bahwasanya beliau melakukan pembayaran tidak lancar, yang disebabkan tidak 

adanya penghasilan atau penghasilan yang tidak bisa dipastikan.Sehingga atas 

kejadian itu pembayaran sewa menjadi terhambat. 

Kemudian wawancara penulis dengan Usrinawita selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Apakah Bapak/Ibu lancar melakukan pembayaran 

Rusunawa yang telah ditempati? 

Tidak lancar, dikarenakan penghasilan yang tidak menentu dan tidak 

tetap, ditambah lagi dengan adanya pandemic covid yang mengganggu 

pekerjaan. 

 

Berdasarkan keterangan tersebut, juga menyatakan hal yang sama 

bahwasanya pembayaran sewa tidak lancer, dikarenakan masalah penghasilan 

yang tidak menentu dan diperparah lagi dengan adanya masa pandemic. 

Kemudian wawancara penulis dengan Desi Susanti selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Apakah Bapak/Ibu lancar melakukan pembayaran 

Rusunawa yang telah ditempati? 

Pembayaran sewa tidak lancar dengan kata lain sering mengalami 

tunggakan dikarenakan penghasilan yang tidak menentu. 

Berdasarkan keterangan penghuni berikut ini, juga menyatakan hal 

yang sama, dimana beliau juga tidak lancer dalam melakukan pembayaran 

sewa. Beliau menyatakan tunggakan tersebut dikarenakan gangguan terhadap 

pekerjaannya sehingga penghasilanpun tidak menetap juga. 
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Kemudian wawancara penulis dengan Anggi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Apakah Bapak/Ibu lancar melakukan pembayaran 

Rusunawa yang telah ditempati? 

Pembayaran sewa tetap dilakukan tiap bulannya meskipun lewat 

tanggal yang ditentukan pada saat perjanjian. 

 

Berbeda dengan penghuni diatas, dimana beliau menyatakan 

bahwasanya pembayaran sewa tetap dilakukan meskipun tidak tepat pada 

waktunya. 

Kemudian wawancara penulis dengan Helmiraselaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Apakah Bapak/Ibu lancar melakukan pembayaran 

Rusunawa yang telah ditempati? 

Tidak lancar, dikarenakan penghasilan yang tidak menentu dan tidak 

tetap. 

Berdasarkan keterangan para penghuni maka bisa dinyatakan bahwa 

pembayaran sewa tetap dilakukan namun banyak penghuni yang mengalami 

tunggakan. 

Partisipasi penghuni cukup penting dalam mendukung identifikasi dini 

kerusakan dan tindakan pemeliharaan preventif pada beberapa komponen 

bangunan. Tanpa adanya partisipasi penghuni, kerusakan-kerusakan kecil yang 

tidak segera ditangani akan semakin meluas/ bertambah, sementara anggaran 

pemeliharaan yang dimiliki Pemda terbatas untuk menangani seluruh 

kerusakan. Terkait hal itu, partisipasi penghuni menjadi salah satu 

pertimbangan/kriteria dalam optimasi kegiatan pemeliharaan bangunan gedung 
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Rusunawa.Tingkat partisipasi penghuni diperoleh melalui penilaian bisa/ 

tidaknya dilakukan pemeliharaan pada suatu komponen bangunan secara 

swadaya.Komponen bangunan yang semakin tidak dapat dilakukan 

pemeliharaan secara swadaya memiliki nilai yang semakin tinggi untuk 

diprioritaskan pemeliharaannya oleh Pemda. Sehingga diharapkan dengan 

penambahan kriteria ini upaya pemeliharaan akan lebih optimal, karena 

komponen yang dapat diperbaiki secara swadaya dilakukan oleh penghuni, 

sedangkan yang tidak dapat diperbaiki secara swadaya diprioritaskan untuk 

dilakukan oleh Pemda. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Heri Rusdi selaku Kepala 

Sub UPTD Rusunawa, menyatakan bagaimana kondisi sarana dan prasarana 

yang ada di rusumawa yaitu:    

Sarana dan prasarana yang ada di rusunawa telah mendapatkan 

perbaikan yang sedemikian rupa hingga dapat digunakan dengan baik 

oleh setiap penghuni, dimana pada saat sekarang sarana dan prasarna 

tersebut sudah mencukupi baik dari sarana air, listrik dan tempat aula 

diserta keamanan yang lengkap. (Wawancara Penulis pada tanggal 8 

Juli 2020) 

 

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka penghuni diatas 

menyatakan bahwasanya sarana dan prasarana yang ada di rusunawa telah 

mendapatkan perbaikan yang sedemikian rupa hingga dapat digunakan dengan 

baik oleh setiap penghuni. 

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irwandi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi sarana dan 

prasarana yang ada di rusumawa? 
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Sarana dan prasarana yang ada di Rusunawa penjagaan aman 24 jam, 

siang 1 security malam diisi oleh dua orang. Dan alat kelengkapan yang 

ada sudah baik. 

 

 

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka penghuni menyatakan 

dirusunawa memiliki penjagaan yang ketat yaitu 24 jam. Dimana penjagaan 

tersebut dilakukan oleh security. 

Kemudian wawancara penulis dengan Usrinawita selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi sarana dan 

prasarana yang ada di rusumawa? 

Sarana dan prasarana yang ada di Rusunawa penjagaan aman 24 jam, 

siang 1 security malam diisi oleh dua orang. Dan alat kelengkapan yang 

ada sudah baik. 

 

Berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, maka dapat dikatakan 

bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh rusunawa sangatlah baik dan 

dilengkapi dengan system keamanan 24 jam. 

Kemudian wawancara penulis dengan Desi Susanti selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi sarana dan 

prasarana yang ada di rusumawa? 

Sarana dan prasarana yang ada di Rusunawa penjagaan aman 24 jam, 

siang 1 security malam diisi oleh dua orang. Dan alat kelengkapan yang 

ada sudah baik. 

 

Hal yang sama dinyatakan oleh penghuni diatas, yang menyatakan 

Sarana dan prasarana yang ada di Rusunawa penjagaan aman 24 jam. Sehingga 

penghuni tetap merasakan keamanan dan kelengkapan yang baik ke rusunawa. 
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Kemudian wawancara penulis dengan Anggi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi sarana dan 

prasarana yang ada di rusumawa? 

 

Sarana dan prasarana yang ada di Rusunawa penjagaan aman 24 jam, 

siang 1 security malam diisi oleh dua orang. Dan alat kelengkapan yang 

ada sudah baik. 

 

Berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, maka dapat dikatakan 

bahwa rusunawa memiliki sarana dan prasarana yang lengkap.Sehingga 

penghuni pasti merasakan keamanan yang baik. 

Kemudian wawancara penulis dengan Helmiraselaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi sarana dan 

prasarana yang ada di rusumawa? 

Sarana dan prasarana yang ada di Rusunawa penjagaan aman 24 jam, 

siang 1 security malam diisi oleh dua orang. Dan alat kelengkapan yang 

ada sudah baik. 

Jadi berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, bisa dinyatakan 

bahwasanya rusunawa memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dengan 

system keamanan yang aman 24 jam.  

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting 

dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan 

persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi 

dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan 

menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang 

menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor 
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penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing 

nasional secara global. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Heri Rusdi selaku Kepala 

Sub UPTD Rusunawa, menyatakan bagaimana penghasilan yang dihasilkan 

oleh penghuni rusunawa setiap bulannya Yaitu:    

Penghasilan yang dihasilkan oleh penghuni rusunawa setiap bulannya 

tidak tetap yang mana bisa diketahui dari surat keterangan penghasilan 

peekrjaan yang telah diserahkan kepada pihak perkim. (Wawancara 

Penulis pada tanggal 8 Juli 2020) 

 

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dapat dikatakan 

bahwaPenghasilan yang dihasilkan oleh penghuni rusunawa setiap bulannya 

tidak tetap yang mana bisa diketahui dari surat keterangan penghasilan 

peekrjaan yang telah diserahkan kepada pihak perkim.  

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irwandi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pembayaran sewa 

ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim setiap bulannya? 

Pembayaran sewa ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim setiap bulannya 

tidak diketahui apakah diawasi atau tidak dikarenakan pembayaran 

melewati transfer ke Bank yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan keterangan penghuni diatas, maka dapat dikatakan bahwa 

Pembayaran sewa ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim setiap bulannya tidak 

diketahui apakah diawasi atau tidak dikarenakan pembayaran melewati transfer 

ke Bank yang bersangkutan. 
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Kemudian wawancara penulis dengan Usrinawita selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pembayaran sewa 

ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim setiap bulannya? 

Pembayaran sewa kemungkinan ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim 

setiap bulannya. 

 

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka bisa dinyatakan bahwa 

dinas perkim ada melakukan pengawasan setiap bulannya. Sehingga 

pembayaran yang dilakukan penghuni akan diketahui oleh pemerintah. 

Kemudian wawancara penulis dengan Desi Susanti selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pembayaran sewa 

ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim setiap bulannya? 

Tidak mengetahui apakah ada pengawasan dari pihak dinas terhadap 

pembayaran sewa tiap bulannya, dikarenakan meskipun ada tunggakan 

belumada pihak dinas yang mengunjungi ke rusunawa. 

 

Berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, maka dapat dikatakan 

bahwa beliau kurang mengetahui perkim ada melakukan pengawasan atau 

tidak, disebabkan selama beliau menghuni rusunawa pihak dinas perkim tidak 

ada mengunjungi rusunawa. 

Kemudian wawancara penulis dengan Anggi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pembayaran sewa 

ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim setiap bulannya? 

Pembayaran sewa dimungkinkan ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim 

setiap bulannya.Tetapi kami tidak mengetahui secara langsung. 
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Berdasarkan keterangan penghuni diatas, maka bisa dikatakan bahwa 

penghuni menyatakan adanya kemungkinan pihak dinas perkim mengawasi 

pembayaran sewa hunian yang dilakukan oleh penghuni. 

Kemudian wawancara penulis dengan Helmiraselaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pembayaran sewa 

ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim setiap bulannya? 

Pembayaran sewa dimungkinkan ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim 

setiap bulannya. Tetapi kami tidak mengetahui secara langsung. 

Jadi berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dapat dikatakan 

bahwa Pembayaran sewa dimungkinkan ada diawasi oleh pihak Dinas Perkim 

setiap bulannya. Tetapi kami tidak mengetahui secara langsung. 

Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, 

yang terletak diantara harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas 

prestasi dan yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu”.(Badrulzaman, 2001: 

3)Untuk menentukan bahwa “suatu hubungan hukum itu merupakan perikatan, 

pada mulanya para ahli dapat dinilai dengan uang. Suatu hubungan dapat 

dinilai dengan uang, jika kerugian yang di derita seseorang dapat dinilai  

dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan 

pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering kali terdapat 

hubungan-hubungan yang sulit untuk diindahkan oleh hukum, akan 

menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan 

masyarakat”. Sehingga dengan demikian, dapat dinilai dengan uang tidak lagi 
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dipergunakan sebagai sesuatu kriteria untuk menentukan adanya suatu 

perikatan. 

Wanprestasi ini sendiri adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak 

memenuhi hal-hal yang telah diperjanjikan berdasarkan kontrak kerja 

konstruksi yang telah disepakati oleh masing-masing pihak 

didalamnya.Pertanggung jawaban dalam hal keterlambatan yang menyebabkan 

terjadinya wanprestasi ini adalah dengan dikenakan denda dan ganti rugi yang 

merupakan sanksi finansial.  Sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan 

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: 

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap 

Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 

melampaui waktu yang telah ditentukan” 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Heri Rusdi selaku Kepala 

Sub UPTD Rusunawa, menyatakan apakah pada masa pandemi yang melanda 

saat ini penghuni rusunawa melakukan pembayaran tepat pada waktunya 

Yaitu:    

Pada masa pandemi bisa dinyatakan pembayaran terhambat, 

dikarenakan banyak penghuni yang tidak melakukan pembayaran. 

(Wawancara Penulis pada tanggal 8 Juli 2020) 
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Berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, maka dapat 

dinyatakan bahwa Pada masa pandemi bisa dinyatakan pembayaran terhambat, 

dikarenakan banyak penghuni yang tidak melakukan pembayaran. 

Selanjutnya wawancara penulis dengan Irwandi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, apakah pada masa pandemi yang 

melanda saat ini mempengaruhi terhadap pembayaran rusunawa? Bagaimana 

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atas tariff sewa?  

Pada masa pandemi yang melanda saat ini mempengaruhi terhadap 

pembayaran rusunawa dikarenakan masih telat untuk melakukan 

pembayaran namun pemerintah memberikan kebijakan ataupun 

toleransi dimana waktu pembayarannya boleh lewat tanggal atauoun 

diberikan waktu untuk melunasinya. 

Berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, maka dapat 

dinyatakan bahwaPada masa pandemi yang melanda saat ini mempengaruhi 

terhadap pembayaran rusunawa dikarenakan masih telat untuk melakukan 

pembayaran namun pemerintah memberikan kebijakan ataupun toleransi 

dimana waktu pembayarannya boleh lewat tanggal atauoun diberikan waktu 

untuk melunasinya. 

Kemudian wawancara penulis dengan Usrinawita selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, apakah pada masa pandemi yang 

melanda saat ini mempengaruhi terhadap pembayaran rusunawa? Bagaimana 

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atas tariff sewa? 

Pembayaran sewa diberikan toleransi terutama bagi yang melakukan 

tunggakan 
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Berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, maka dapat 

dinyatakan bahwaPembayaran sewa diberikan toleransi terutama bagi yang 

melakukan tunggakan. 

Kemudian wawancara penulis dengan Desi Susanti selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, apakah pada masa pandemi yang 

melanda saat ini mempengaruhi terhadap pembayaran rusunawa? Bagaimana 

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atas tariff sewa? 

Pada masa pandemi yang melanda saat ini mempengaruhi terhadap 

pembayaran rusunawa dikarenakan masih telat untuk melakukan 

pembayaran namun pemerintah memberikan kebijakan ataupun 

toleransi dimana waktu pembayarannya boleh lewat tanggal atauoun 

diberikan waktu untuk melunasinya. 

 

Berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, maka dapat 

dinyatakan bahwapada masa pandemi yang melanda saat ini mempengaruhi 

terhadap pembayaran rusunawa dikarenakan masih telat untuk melakukan 

pembayaran namun pemerintah memberikan kebijakan ataupun toleransi 

dimana waktu pembayarannya boleh lewat tanggal atauoun diberikan waktu 

untuk melunasinya. 

Kemudian wawancara penulis dengan Anggi selaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, apakah pada masa pandemi yang 

melanda saat ini mempengaruhi terhadap pembayaran rusunawa? Bagaimana 

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atas tariff sewa? 

Kebijakan yang diebrikan yaitu pemerintah membeirkan toleransi 

kepada penyewa untuk tidak mengkhawatirkan pembayaran disebabkan 

diperbolehkan untuk tidak membayar tepat waktu. 

Berdasarkan keterangan penghuni tersebut diatas, maka dapat 

dinyatakan bahwaKebijakan yang diebrikan yaitu pemerintah membeirkan 
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toleransi kepada penyewa untuk tidak mengkhawatirkan pembayaran 

disebabkan diperbolehkan untuk tidak membayar tepat waktu. 

Kemudian wawancara penulis dengan Helmiraselaku penghuni 

Rusunawa, menyatakan Menurut Bapak/Ibu, apakah pada masa pandemi yang 

melanda saat ini mempengaruhi terhadap pembayaran rusunawa? Bagaimana 

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atas tariff sewa? 

Pembayaran sewa dimungkinkan tidak sesuai dengan yang 

diperjanjikan sehingga menyebabkan adanya tunggakan tiap bulannya 

di masa pandemic ini. 

Jadi berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan 

bahwa Pembayaran sewa dimungkinkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan 

sehingga menyebabkan adanya tunggakan tiap bulannya di masa pandemic. 

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa di 

katakan, sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian 

akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh 

karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang 

(Legally Concluded Contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian adalah semata-mata suatu 

persetujuan yang diakui oleh hukum.Persetujuan ini merupakan kepentingan 

yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi 

dagang, dan menyangkut juga tenaga kerja.Perjanjian yang mengandung cacad 

hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun 

perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak 

lainnya.Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk 

tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian 
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dalam hal tidak ada bukti tertulis.Penyerahan barang atau uang berdasarkan 

perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, 

tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Segala seuatu peraturan yang dibuat harus memiliki suatu kepastian 

hukum bagi yang membuatnya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai 

normaatau kaedah hukum yang semestinya merumuskan pernyataan yang tidak 

melenceng dari ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan manusia pastinya ada 

yang mengikuti sebagaimana mestinya dan ada yang sbealiknya.Dalam praktek 

banyak menimbulkan peristiwa hokum yang tidak sebagaiman amestinya 

dikarenakan tidak mengikuti substansi aturan hukum yang mengatur, sehingga 

mengakibatkan suatu tafsiran yang berbeda dan berakibat kepada suatu 

ketidakpastianhukum. Sedangkan kepastian karena hukumdimaksudkan, bahwa 

karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan 

adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorangakan mendapatkan 

hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi 

seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu 

atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Apabila kepastian 

hukumdiidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya 

adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-

undangan, maka hukum akan tertinggal olehperkembangan masyarakat. Oleh 

sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan 

hukumyangberlaku. 
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Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan 

bahwaFaktor Penghambat Dalam Pembayaran Sewa Menyewa Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota 

Pekanbaru adalah pekerjaan dari penghuni yang tidak menentu sehingga 

mengakibatkan penghasilan tidak menetap, tidak adanya pengawasan dari 

pihak pemerintah dan dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19.  
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BAB  IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada hasil penelitian 

dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru adalah belum 

berjalan dengan baik dikarenakan masih ada pelanggaran kewajiban yang 

dilakukan penyewa yaitu tidak melakukan pembayaran sewa dengan tepat 

pada waktunya, meskipun sudah sudah ditentukan persyaratannya sebelum 

melakukan penghunian Rusunawa dengan alasan penghasilan tidak 

menentu dan tidak menetap dikarenakan masalah pendemi covid-19 

2. Faktor Penghambat Dalam Pembayaran Sewa Menyewa Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai 

Kota Pekanbaru adalah pekerjaan dari penghuni yang tidak menentu 

sehingga mengakibatkan penghasilan tidak menetap, tidak adanya 

pengawasan dari pihak pemerintah dan dipengaruhi oleh adanya pandemi 

covid-19. 
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B. Saran 

Saran disampaikan guna melengkapi hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sangat perlu dilakukan pemeriksaan rutin, pemeliharaan dan 

rehabilitasi untuk menjaga supaya bangunan gedung tetap berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

2. Diharapkan kepada pemerintah adanya perhatian khusus kepada 

parapenghuni rumah susun dalam memberikan penyuluhan 

tentangkebersihan dan dengan adanya disediakan sarana dan 

prasarananyasehingga antusias masyarakat dalam menempati rumah 

susun dapatterkontrol dengan baik. 
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DAFTAR WAWANCARA 

 

 (Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Pekanbaru) 

 

 

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas kesediaan untuk mengisi 

daftar wawancara ini.Data yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sangat berguna bagi 

penulisan skripsi penulis dengan judul “Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah 

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru”. 

Pelaksana Peneliti : 

Nama :  Intan Permata Sari 

Npm :  151010029 

Fakultas :  Hukum  

Universitas : Universitas Islam Riau 

Petunjuk Pengisian Pertanyaan : 

1. Mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat menjawab 

pertanyaan ini dengan sesungguhnya tanpa ada pengaruh dari pihak 

lain. 

2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dijaga kerahasiaan 

dengan baik. 

3. Wawancara ini digunakan semata-mata hanya untuk mendapatkan 

data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada 

hubungannya dengan kepentingan atau hal-hal yang lain. 

 

 



 

99 

 

Daftar Pertanyaan : 

A. Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 

 

1. Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Bertugas di Dinas Perumahan dan 

Pemukiman Kota Pekanbaru?Apa jabatan Bapak Saat Ini? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Menurut Bapak, Ada berapa banyak Rusunawa yang ada di Kota 

Pekanbaru? Sudah berapa lama pendirian rumah susun itu, dimana atau apa 

dasar pembuatan/ketentuan untuk membangun rusunawa? Rusunawa yang 

terletak Di Rumbai sudah berapa lama berdiri dan berapa jumlah kamarnya? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Menurut bapak, berapa besar tarif sewa rusunawa dan pembangunan 

rusunawa diperuntukkan untuk siapa? Bagaimana pemanfaatan bangunan 

sarana prasarana rusunawa tersebut? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Bagaimana persyaratan bagi masyarakat untuk bisa menempati Rusunawa 

Tersebut? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

5. Bagaimana system pembayaran bagi masyarakat yang menempati 

Rusunawa Tersebut?  

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B. Faktor Penghambat Dalam Pembayaran Sewa Menyewa Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai 

Kota Pekanbaru 

 

1. Menurut bapak, Apakah setiap bulannya tarif sewa rusunawa mengalami 

kenaikan?  

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Menurut bapak, Pada saat penghuni melakukan pembayaran, apakah ada 

melakukan pengawasan terhadap pembayaran tersebut? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Menurut bapak, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang ada di 

rusumawa?  

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Menurut bapak, bagaimana penghasilan yang dihasilkan oleh penghuni 

rusunawa setiap bulannya? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Menurut bapak, apakah pada masa pandemi yang melanda saat ini penghuni 

rusunawa melakukan pembayaran tepat pada waktunya? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DAFTAR WAWANCARA 

 

 (Penghuni Rusunawa) 

 

 

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara/i atas kesediaan untuk mengisi 

daftar wawancara ini.Data yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sangat berguna bagi 

penulisan skripsi penulis dengan judul “Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah 

Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan 

Rumbai Kota Pekanbaru”. 

Pelaksana Peneliti : 

Nama :  Intan Permata Sari 

Npm :  151010029 

Fakultas :  Hukum  

Universitas : Universitas Islam Riau 

Petunjuk Pengisian Pertanyaan : 

1. Mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat menjawab 

pertanyaan ini dengan sesungguhnya tanpa ada pengaruh dari pihak 

lain. 

2. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan akan dijaga kerahasiaan 

dengan baik. 

3. Wawancara ini digunakan semata-mata hanya untuk mendapatkan 

data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada 

hubungannya dengan kepentingan atau hal-hal yang lain. 
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Daftar Pertanyaan : 

A. Pelaksanaan Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru 

 

1. Darimanakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi Rumah Susun Sederhana 

Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota 

Pekanbaru? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Dimanakah Bapak/Ibu bekerja? Berapa orang jumlah anakBapak/Ibu? 

Apakah Bapak/Ibu memiliki rumah sendiri? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Berapa besar penghasilan perbulan Bapak/Ibu?  

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menghuni atau tinggal di Rusunawa? Apa 

yang menjadi alasan Bapak/Ibu untuk tinggal di Rusunawa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Bagaimana pembayaran sewa dari rusunawa yang Bapak/Ibu tempati?  

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B. Faktor Penghambat Dalam Pembayaran Sewa Menyewa Rumah Susun 

Sederhana Sewa (Rusunawa) Di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai 

Kota Pekanbaru 

 

1. Menurut bapak/Ibu, bagaimana keadaan tarif sewa rusunawa setiap 

bulannya?  

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Apakah Bapak/Ibu lancar melakukan pembayaran Rusunawa yang telah 

ditempati? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang ada di 

rusumawa?   

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam pembayaran sewa ada diawasi oleh pihak 

Dinas Perkim setiap bulannya?  

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pada masa pandemi yang melanda saat ini 

mempengaruhi terhadap pembayaran rusunawa? Bagaimana kebijakan yang 

diberikan oleh pemerintah atas tariff sewa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

FOTO DOKUMENTASI 

Foto Penulis dengan pegawai Dinas Perkim 
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